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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
Kementerian Sekretariat Negara telah dapat menyelesaikan dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2019. Dokumen ini merupakan penugasan dari pimpinan organisasi
yang lebih tinggi kepada pimpinan organisasi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran dan indikator
kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun kelima
Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun
2018 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-
2019.

Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 disusun
secara berjenjang, mulai dari Menteri, pejabat Eselon |, Eselon Il, Eselon I,
Eselon IV, sampai dengan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja ini, seluruh pejabat dan pegawai
Kementerian Sekretariat Negara diharapkan dapat lebih bersungguh-sungguh dan
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terencana,
efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Jakarta, Januari 2019
Menteri Sekretaris Negara,

RO

Pratikno
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Perjanfian Kinerja Kementerian Sekyetariat Negara Tahun 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum
alam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019,
Kementerian Sekretariat Negara telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun
2019.
Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019

disusun dengan berpedoman pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris
Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sekretariat Negara; dan

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019.
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B. Profil Kementerian Sekretariat Negara

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin
oleh Menteri Sekretaris Negara. Kementerian Sekretariat Negara
mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi
serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara
untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Sekretariat Negara
menyelenggarakan fungsi:

a. dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan,
pers, dan media kepada Presiden;

b. dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan
keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam
membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;

C. dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam
menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan
pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda
kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden,
serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta
keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala

Pemerintahan negara asing;
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dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin
prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-
undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan
Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi,
ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup
menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan
persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin
prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan
hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga
daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan
penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan
pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau
Menteri;

dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam pengangkatan,
pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan,
pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang
penetapannya berada pada Presiden;

pembinaan, penataan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara,
organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara;

pembinaan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi di
bidang perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan,
penyediaan prasarana dan sarana, serta pengembangan
pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara, serta pemberian dukungan prasarana dan sarana
untuk pejabat negara tertentu, dan dukungan administrasi kepada

Dokter Kepresidenan;
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i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian Sekretariat Negara;

j.  penyelenggaraan koordinasi kerja sama teknik antara Pemerintah
Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi
perjalanan dinas luar negeri;

k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara; dan;

|. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil

Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

2. Susunan Organisasi

Kementerian Sekretariat Negara terdiri atas:

Sekretariat Kementerian;

Sekretariat Presiden;

Sekretariat Wakil Presiden;

Sekretariat Militer Presiden;

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan;

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
Deputi Bidang Administrasi Aparatur;

Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;

W O N O U kA WD

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Maritim, Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

10. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan;

11. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan

12. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan.

Tugas masing-masing unsur organisasi Kementerian Sekretariat

Negara tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan teknis
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dan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta
pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk pejabat negara
tertentu, dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan, dan
koordinasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan
Mitra Pembangunan dan penanganan administrasi perjalanan dinas

luar negeri.

Sekretariat Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian
dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan,

pers dan media kepada Presiden.

Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan
pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan
keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam

membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sekretariat Militer Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan
pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam
menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan
pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), penganugerahan gelar,
tanda jasa dan tanda kehormatan yang wewenangnya berada pada
Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden
beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala

Negara/Kepala Pemerintahan negara asing.

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas
menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan
analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan
Peraturan Perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum,
penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi,

amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana
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penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi,
serta permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas
permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan atas substansi Rancangan Peraturan

Perundang-undangan.

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis,
administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan
lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah,
organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan
hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat

kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri.

Deputi Bidang Administrasi  Aparatur mempunyai  tugas
menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi
serta analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun
pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur
Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden,
serta pembinaan, penataan dan pengembangan Aparatur Sipil
Negara, organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja di

lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan mempunyai
tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu mengenai

politik, pertahanan, dan keamanan kepada Menteri.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Maritim, Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan mempunyai tugas memberikan telaahan dan
rekomendasi terhadap isu mengenai ekonomi, maritim,

pembangunan manusia dan kebudayaan kepada Menteri.



10.

11.

12.
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Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan
mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap
isu mengenai hukum, hak asasi manusia, dan pemerintahan kepada

Menteri.

Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap
isu mengenai aparatur negara dan reformasi birokrasi kepada

Menteri.

Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan mempunyai
tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu mengenai

komunikasi politik dan kehumasan kepada Menteri.

Bagan struktur organisasi Kementerian Sekretariat Negara disajikan

pada Lampiran I.
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BAB II
PERJANJIAN KINERJA

erjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 disusun

secara berjenjang, mulai dari Menteri, pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon

ITI, Eselon IV, sampai dengan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tujuan disusunnya
dokumen Perjanjian Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi,
dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan

5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 merupakan
dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan organisasi yang lebih tinggi
kepada pimpinan organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan Indikator

Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:
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TABEL 1

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target Tahun 2019

. Meningkatnya
dukungan teknis,
administrasi dan
analisis urusan
pemerintahan di
bidang
kesekretariatan
negara dalam
pelaksanaan tugas
Presiden dan Wakil
Presiden

Persentase analisis
kebijakan yang
ditindaklanjuti oleh Wakil
Presiden dalam
membantu Presiden

100%

Persentase hasil analisis
dan pendapat hukum
terkait litigasi dan
permasalahan hukum,
grasi, amnesti, abolisi,
rehabilitasi, ekstradisi,
remisi perubahan pidana
penjara seumur hidup
menjadi pidana
sementara, dan
naturalisasi yang
disetujui oleh Presiden

100%

Persentase hasil analisis
rancangan peraturan
perundang-undangan
yang disetujui oleh
Presiden

100%

Persentase dukungan
hubungan kelembagaan
dan kemasyarakatan
yang ditindaklanjuti
Presiden

100%

Persentase pelayanan
administrasi Pejabat
Negara, Pejabat
Pemerintahan, TNI, dan
Polri yang disetujui oleh
Presiden

100%




Sasaran Strategis
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Indikator Kinerja Utama

Target Tahun 2019

Persentase dukungan
administrasi
penganugerahan gelar,
tanda jasa, dan tanda
kehormatan yang
disetujui oleh Presiden

100%

Persentase pengaduan
masyarakat kepada
Presiden dan/atau Wakil
Presiden yang
ditindaklanjuti

45%

Indeks efektivitas
koordinasi kerja sama
teknik luar negeri dan
kemanfaatan perjalanan
dinas luar negeri yang
diadministrasikan oleh
Kementerian Sekretariat
Negara

3,00

2. Terjaminnya
pemberian layanan
kerumahtanggaan
dan keprotokolan
yang berkualitas
kepada Presiden dan
Wakil Presiden

Indeks kelancaran
pemberian dukungan
pelayanan
kerumahtanggaan
kepada Presiden dan
Wakil Presiden

4,69

Indeks kelancaran
pemberian dukungan
pelayanan keprotokolan
kepada Presiden dan
Wakil Presiden

4,69

Persentase pelaksanaan
kegiatan VVIP yang
aman

100%
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Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis tersebut di atas,
disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 mulai dari Menteri, pejabat Eselon I, Eselon
I1, Eselon III, Eselon IV sampai dengan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.

Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 yang telah
ditandatangani secara berjenjang terdapat dalam Lampiran II.
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BAB III
PENUTUP

engan telah tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian
Sekretariat Negara Tahun 2019, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh
seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara,
untuk:
a. menyusun rencana aksi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja;
b. menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
c. memantau dan mengendalikan capaian kinerja organisasi;
d. menyusun Laporan Kinerja; dan
e. menyusun Sasaran Kerja Pegawai.
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ini agar dilaksanakan dengan
sungguh-sungguh serta dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran
Kementerian Sekretariat Negara, sehingga kinerja Kementerian Sekretariat Negara

dapat lebih meningkat.

*k*
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PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2019



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPLUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
pihak kami.

Jakarta, dJanuari 2019

Menteri Sekretaris Negara,

Dby

Pratikno



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Ko, Sasaran Btrategis Indikator Kinerja Target
(1] {2} 13) [
1  |Meningkatnya dukungan teknis, | 1. Persentase analisis kebijakan yang 100%

administrasi, dan analisis ditindakianjuti oleh Walkil Presiden dalam
urusan pemerintahan di bidang membantu Presiden
kesekretariatan negara dalam 2. Persentase hasll analisis dan pendapat bhulkum 10
pelaksanaan tugas Presiden dan terkait litigasi dan permasalahan hukum,
Waldl Presiden grasi, amnesti, abolisi, rehabilitast, ekstradisi,

remisi perubahan pidana penjara seumur
hidup menjadi pidana sementara, dan
naturalisasi yang diserujui oleh Presiden

3. Persentase hasil analisis rancangan peraluran 1005
perundang-undangan yang disetujul oleh
Presiden

4, Persentase dukungan hubungan kelembagaan | (0¥
dan kemasyarakatan yvang ditindakianjuti
Presiden

5, Persentase pelayanan administrasi Pejabat 100%
Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri
vang disetujui oleh Presiden

6. Persentass dukungan administrast L 00
penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda
kehormatan vang disetajui oleh Presiden

7. Persentase pengaduan masyarakat kepada 45%
Presiden dan/atau Weakil Presiden yang
ditindaklanjuti

&, Indeks efektivitos koordinasi kerja sama 3,00

teknils luar negeri dan kemanfaatan
perjalanan dines luar negeri yang
diadministrasikan oleh Kementerian
Selcretarint Negara

2  |Terjaminnys pemberian 1. Indeks kelancaran pemberian dukungan 4,69
layanan kerumahtanggaan dan pelayanan kerumahtanggean kepada Presiden
keprotokolan yang berkualitas dan Wakil Presiden
kepada Presiden dan Waldl 2. Indeks kelancaran pemberian duboungan 4,649
Presiden pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan
Walkil Presiden
3, Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang 100
AT
Program
|. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Rp33.896.689.000,00
Wakil Presiden
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp365.349.348.000,00

Kementerian Sekretariat Negara

Jakartm, Jenuari 2019
Menter Sekretaris Negara,

Areouuf”

Pratikno
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EEMENTERIAN SEKEETARIAT MEGGARA
REPLUBLIK INDMINESEA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : Setya Utama
Jabatan : Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

rsouts /A

Pratikno Setya Utama



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No. Sasaran Indikator Hinerja Target
(1) (2) (3] (4]
1. [Meningkatnya kualitas Persentase dokumen perencanaan dan 100%

pelayanan dukungan teknis penganggaran yang disetujui instansi terkait
dan administrasi kepada
Menteri Sekretaris Negara di  |Rata-rata indeks kepuasan pengguna 3,00
bidang perencanaan, layanan administrasi keuangan di
keuangan, dan ketatausahaan (jinghungan Kementerian Sekretariat Negara
Kualitas opini BPK atas Laporan Keuangan WTP
Kementerian Sekretariat Negara
Eata-rata indeks kepuasan pengguna 3,00
layanan penatausahaan naskah dinas,
dokumen/arsip di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara
2. |Tersedianya layanan Indeks kepuasan lavanan pengelolaan 3,00
pengelolaan teknolgl informasi [teknolgl informasi dan komunikasi di
dan komunikasi di lingkungan |lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian Sekretariat
Megara yang berkualitas
3. |Tersedianva layanan Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana| 3,00
penyediaan sarana dan dan prasarana Kementerian Sekretariat
prasarana Kementerian Megara
Sekretariat Negara dan pejabat Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana| 3,00
negara yang berkualitas dan prasarana Pejabat Negara tertentu
4 |Meningkatnya efektivitas Indeks efektivitas koordinas] kerja sama 3,00

koordinasi kerja sama teknik
luar negeri dan kualitas
pelavanan administrasi
perjalanan dinas luar negeri

teknik luar negeri dan kemanfaatan
perjalanan dinas huar negeri vang
diadministrasikan oleh Kementerian
Sekretariat Negara

Program

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Anggaran

Tugas Teknis Lainnyva Kementerian Sekretariat

Megara

2. Program Penvelenggaraan Pelayanan Dukungan

Rp

Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

Menteri Sekretaris Negara,

Ao

Fratikno

Jakarta, Januari 2019

Ep 465.780,125.000

8.995.954.000

Sekretaris Kementerian Sekretariat

MNegara,

(A

Setyva Utama




KEMESNTERIAN SERRETARIAT NEGARA
HEFUBLIK INBONESEA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : Hindun Sridadi
jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Kementerian Sekretariat
Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Setya Utama
jabatan : Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

sclaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Setya Utama Hindun Sridadi




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BIRO PERENCANAAN

No.

Sasgaran

Indikator Kinerja Target

(1)

(2}

{3) (4)

Tersedianya dokumen
perencanaan dan
penganggaran, dokumen
pelaporan dan evaluasi
kegiatan serta dokumen
lainnya terkait perencanaan
dan penganggaran
Kementerian Sekretariat
Negara yang berkualitas

Persentase dokumen perencanaan yang| 100%
disusun dengan kategori "Baik"

Persentase satuan kerja yang 100%
menerapkan penganggaran berbasis

kinerja

Persentase dokumen pelaporan dan 100%

evaluasi kegiatan yang disusun sesuai
dengan standar

Kegiatan

Anggaran

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Rp 774.950.000

dan Penganggaran

Sekretaris Kementerian
Sekretariat Negara,

/O

Setya Utama

Jakarta, Januari 2019
Kepala Biro Perencanaan,

Hindun Sridadi




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama . Eka Denny Mansjur
jabatan : Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

nama . Setya Utama
jabatan : Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang felah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perfanjian ini dan mengambii tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Setya Utama (\ Eka Denny Mansjur




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

ESELON Il

No.

Sasaran Program/Kegiatan

(1)

AE 2

Terselenggaranya pengelolaan
administrasi keuangan di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara yang

transparan dan akuntabel

keandalan Laporan
Keuangan sesuai dengan

Target

Indikator Kinerja
(3) (4)
Persentase pelayanan 100%
pelaksanaan anggaran
sesuai dengan standar
Persentase tingkat 100%

Kegiatan:

peraturan
Anggaran:
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan
Administrasi Keuangan di Lingkungan Rp845.760.000,00
Kementerian Sekretariat Negara.
Jakarta, Januari 2019

Sekretaris Kementerian
Sekretariat Negara,

o

Setya Utama

Kepala Biro Keuangan,
Sekretariat Kementerian,

SRl

Eka Denny Mansjur




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yvang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : Bari Harjanti
jabatan : Kepala Biro Tata Usaha

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Setya Utama
jabatan : Sekretaris Kementerian

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Petjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Setya Utama g‘ri Harjanti




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BIRO TATA USAHA

o | Sasaran PrograniRegatan |

e 1 | M v e

Sl et -

1 |Terselenggaranya urusan 1
ketatausahaan, pengelolaan
bahan kebijakan, kepustakaan,
arsip dan dokumentasi, dan

Indeks kepuasan pengguna layanan
penatausahaan dan pengamanan naskah
dinas dan dokumen kenegaraan  di
lingkungan Kemensetneg.

3 dalarn skala 4

kepratokolan di lingkungan 2
Kementerian Sekretariat Negara

Indeks  kepuasan pengguna layanan
pengelolaan dan pengamanan arsip di
lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

3 dalam skala 4

Indeks  kepuasan  pengguna layanan
perpustakaan di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negars.

3 dalam skala 4

Persentase pelayanan acara dan
keprotokolan kepada Mensesneg sesuai
dengan jadwal.

100%

Persentase hasil analisls kebijakan kepada
Menteri Sekretaris Negara yang diselesaikan
tepat waktu.

100%

Kegiatan

Penyelenggaraan urusan
ketatausahaan, pengelolaan
bahan kebijakan, kepustakaan,
arsip dan dokumentasi, dan
keprotokolan di iingkungan
Kementerian Sekretariat Negara

Sekretaris Kementerian,

/Ol

Setya Utama

Anggaran

Rp3.6886.430.000,00

Jakarta,  Jahuari 2019
Kepala Biro Tata Usaha,

hd_

i’

arl Harjanti




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan mangjemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : ANDRIE SYAHRIZA
jabatan : KEPALA BIRQ INFORMASI DAN TEKNOLOGI

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : SETYA UTAMA
|abatan : SEKRETARIS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjad! tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, L} Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Peftama,

O

SETYA UTAMA ANDRIE SYAHRIZA




PERJANJIAN KINERJA 2019
BIRO INFORMASI DAN TEKNOLOGI

No |

Sasaran

Indikator Kinerja

(3)

(1) | (2)
1

| Terselenggaranya layanan
pengelolaan teknologi informasi dan
komunikasi secara andal dan aman

Indeks kepuasan
pengunjung website
Kementerian Sekretariat
Negara

2,75

Indeks pgmbuatam'
pengembangan aplikasi
sistem informasi

I 2,75

Indeks kepuasan layanan
sosialisasi dan bimbingan
teknis aplikasi sistem
informasi

2,75

Indeks ketersediaan

layanan infrastruktur
komunikasi data dan
informasi

‘ 2,75
|

Kegiatan

Pengelolaan Teknologi informasi dan Komunikasi
di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

( Onde

Setya Utama

Anggaran

Rp. 19.931.565.000,-

Jakarta, 2} Januari 2019
Kepata Biro Informasi dan Teknologi

Andrie S¥ahriza




KREMENTERIAN SERRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :  Nanik Purwanti
jabatan > Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Setya Utama
jabatan :  Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pinak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
(Setya Utama) (Nanik Purwanti)




PERJANJAN KINERJA TAHUN 2019

ESELON Ii

No. Sasaran Program/ Indikator Kinerja Target
Kegiatan o2 =
(1) (2) ) e S| e )
1. | Terwujudnya koordinasi . Persentase dokumen perjalanan dinas 100%
kerja sama teknik luar luar negeri yang diselesaikan sesuai
negen dan pelayanan standar
administrasi perjalanan |2. Persentase dokumen kerja sama teknik 100%
dinas luar negeri yang meliputi proyek, tenaga ahli , dan
cepat dan tepat beasiswa yang diselesaikan sesuai
standar
. Persentase dokumen rekomendasi 100%
fasilitas kerja sama teknik meliputi
keimigrasian, perpajakan, kepabeanan,
| dan kendaraan yang diselesaikan sesuai
slandar
. Persentase peiaksanaan Program Kerja 100%
Sama Teknik Selatan-Selatan (KTSS)
, Indonesia
Kegiatan Anggaran
1. Penyelenggaraan Koordinasi Keria Sama Teknik Luar Rp 3.796.115.000, -
Negeri
Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

(1

Setya Utama

—

Nanik Purwanti




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Piping Supriatna
jabatan : Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Setya Ulama

jabatan : Sekretariat Kementertan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan scrta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Ol b9

Januari 2019

(Setya Utama) (Piping Supriatna)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

ESELON 1
#»Nu. Sasaran Prggi-__amf'Kegiatan Ifndikatnr_l(inei"ja Target |
L) : @ (3) 4 |
| 1 | Tersedianya sarana dan prasarana | 1. Indeks kepuasan layanan 20T,

I | kantor, rumah jabatan pejabat : penyediaan sarana dan |
' | Negara, wisma, serta pelayanan |  prasarana Kementerian |
| umum lainnya yang berkualitas. | Sekretariat Negara; I |
| | ' I
| .! 2. Indeks kepuasan layanan—[ SHT
| : : penyediaan sarana dan | !
I prasarana Pejabat Negara | '
[ tertentu; [

| |
ST = — |

| 3. Persentase laporan | 100% |
pengelolaan BMN milik | ’

| | o '
| | | Kementerian Sekretariat | !

Negara sesuai dengan |
ketentuan. !

|
A T e e D s o DO R o

Kegiatan:

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum Lainnya
Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran:
Rp440.712.310.000,00
Jakarta, Januari 2019

Sekretaris Kementerian, Kepala Biro Umum,

(Setya Utama) (Piping Supriatna)




SEKRETARIAT PRESIDEN



x

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Rl
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yvang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : Heru Budi Hartono
jabatan : Kepala Sekretariat Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Pratikno
jabatan ; Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yvang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Inberp-

Pratikno Heru Budi Hartono



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SEEKRETARIAT PRESIDEN
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1) (2] (3) 4
Indikator Kinerja Utama.,

1. |Terjaminnya pemberian 1. Indeks kelancaran  pemberian  dukungan| 4,95 dalam
layanan kerumahtanggaan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden skala 6
dan keprotokolan yang
berkualitas kepada Presiden |Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan| 4,95 dalam
administrasi dan kerumahtanggaan Istana-istana skala &
Kepresidenan di Daerah

2, Indeks kepuasan pengguna layanan perencanaan,| 4,95 dalam
keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian skala 6

3. Indeks kepuasan pengguna lavanan sarana dan| 4,95 dalam
prasarana serta dukungan umum lainnya skala 6

4, Indeks kepuasan pengguna lavanan dukungan| 4,95 dalam
jamuan, seni budaya dan tata graha, peralatan skala &
dan penataan lingkungan, serta
kerumahtanggaan lainnya

Indikator Kinerja Utama:

2, Indeks  kelancaran  pemberian  dukungan| 4,95 dalam

pelavanan keprotokolan kepada Presiden skala 6
Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan| 4,95 dalam
keprotokolan untuk kegiatan kenegarasan/resmi, skala 6
Tamu Negara dan kegiatan penting lainnya

2. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan| 4.95 dalam
pers, media, dan informasi skala A

Kegiatan

l. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Administrasi

Anggaran
Rp256.906,262.000,00

Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers, dan

Media kepada Presiden

Menteri Sekretaris Negara,

Tmkouur

Pratikno

Jakarta, Desember 2018
Kepala Sekretariat Presiden,

(O hada—

Heru Budi Hartona




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Rl
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : Rika Kiswardani
jabatan : Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama + Heru Budi Hartono
jabatan : Kepala Sekretariat Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yvang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
yvang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

o

(" Btoudas™

Heru Budi Hartono Rika



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN ISTANA

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3] (%)
1. |Meningkatnya kelancaran |Indikator Kinerja Utama
aktivitas Presiden melalu 1. Indeks kelancaran pemberian dukungan| 4.95 dalam
dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden skala 6
kerumahtanggaan
Indikator Kinerja Lainnya:
1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan| 4,95 dalam
administrasi dan kerumahtanggaan [stana-istana slala &
Kepresidenan di Daerah
2. Indeks kepuasan pengpuna layanan perencanaan,| 4,95 dalam
keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian skala 6
3. Indeks kepuasan pengguna layanan sarana dan| 4,95 dalam
prasarana serta dukungan umum lainnya skala &
4, Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan| 4,95 dalam
jamuan, seni budava dan tata graha, peralatan| skala®
dan penataan lingkungan, serta
kerumahtanggaan lainnya
5, Persentase pengelolaan dana operasional Presiden 10
dan bantuan kemasyarakatan
Kegiatan Anggaran
1. Penvelenggaraan Tugas Teknis dan Rp212.864.023.000,00

Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan,
Pers, dan Media kepada Presiden

Jakarta, Desember 2018
Kepala Sekretariat Presiden, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan
Istana,

Heru Budi Hartono Rika N‘!?:;P;




X

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ima:

narma A4SV
jabatan : Kepala Biro Adminstrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Rika Kiswardani
jabatan : Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang secharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018
Pihak Kedua, thak Pertama,

e

Rika Kisw 1 Ueu



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO ADMINISTRASI

Ho. Sagaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2] {3) (4
. |Terselenggaranya dukungan |Indikator Kinerja Utama:
administrasi kesekretariatan | 1. Indeks kepuasan PETEEUNA layanan| 4,95 dalam
vang berkualitas perencanaan, keuangan, ketatausahaan, dan skala 6
kepegawalan

Indikator Kinerja Lainnya:

1. Persentase peningkatan dan pemantauan kinerja 100%
organisasi vang diselenggarakan di lingkungan
Spkretariat Presiden

2. Jumlah dokumen evaluasi dan laporan yang| 7 dokumen
disusun di lingkungan Sekretarial Presiden

3. Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja dan| 2 dokumen
laporan Biro

Kegiatan Anggaran

1. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Rpl104.033.219.000,00
Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan,
Pers, dan Media kepada Presiden

Jakarta, Desember 2018
Deputi Bidang Administras: dan epala Biro Administrasi,
Pengelolaan Istana,




x

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : Yudhi Wijayanto
jabatan : Kepala Biro Umum

selanjutnyva disebut Pihak Pertama,

nama : Rika Kiswardani
jabatan : Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan [stana

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnyva disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yvang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

: 4

i

Rika Kiswardphni Yudhi Wijayanto




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BIRO UMUM
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) i2) (31 (4]
L. |Terselenggaranya dukungan |Indikator Kinerja Utama;
penyediaan sarana dan 1. Indeks kepuasan pengguna layanan sarana dan | 4,95 dalam
prasarana serta dukungan prasarana serta dukungan umum lainnya skala 6
umum lainnya yang Indikator Kinerja Lainnya:
berkualitas -
1. Indeks kelancaran pemberian dukungan layanan| 4,95 dalam
sdrana dan prasarana yang mendukung kegiatan skala 6
VVIP
2. Jumlah dokumen penyusunan rencana kerjal 2 dokumen
dan laporan Biro
Kegiatan Anggaran
L. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Rp56.642.526.000,00

Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan,
Pers, dan Media kepada Presiden

Jakarta, Desember 2018
Deputi Bidang Administrasi dan Kepala Biro Umum,

Pengelolaan Istana,
| /
L]
Rika FiSward: dhi Wijayanto



x

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami vang bertanda tangan di
bawah ini:

namsa : MF. Darmastuti N.
jabatan : Kepala Biro Pengelolaan Istana

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Rika Kiswardam
jabatan : Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

b A

Rika MF. Darmastuti N



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PENGELOLAAN ISTANA

Nao. Sasgaran Hegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2] i3) (4]
1. |Terselenggaranya dukungan |Indikator Kinerja Utama:
jamuan, seni budaya dan 1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan| 4,95 dalam
tata graha, peralatan dan jamuan, seni budaya dan tata graha, peralatan| skala b
penataan lngkungan, serta dan prenatann lingkungan, seTia
kerumahtanggaan lainnya kerumahtangegaan lainnya
vang berkualitas Indikator Kinerja Lainnya:
1. Indeks kelancaran dukungan jamuan, seni| 4,95 dalam
budaya dan tata graha, peralatan dan penataan| skala 6
lingkungan.
2. Jumlah dokumen pengelolaan dana operasional| 2 dokumen
dan bantuan Presiden
3. Jumlah dokumen pengelolaan dana bantuan| 2 dokumen
kemas Larn
4, Jumlah dokumen penyusunan rencana kerjal 2 dokumen

dan laporan Biro

Kegiatan Anggaran
1. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Rp52.1BB.278.000,00
Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan,
Pers, dan Media kepada Presiden
Jakarta, Desember 2018

Deputi Bidang Administrasi
dan Pengelolaan Istana,

Rik

Kepala Bire Pengelolaan Istana,

—~

MF. Darmastuti Nugraho




x

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : Bey Triadi Machmudin
jabatan : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Heru Budi Hartono
jabatan : Kepala Sekretariat Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yvang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
yvang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Heru Budi Hartono Bey Triadi Machmudin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG PROTOKOL, PERS, DAN MEDIA

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1] 12) (3) (4)
1. |Meningkatnya kelancaran Indikator Kinerja Utama;
tugas-tugas Presiden 1. Indeks kelancaran pemberian dukungan 4,95 dalam
melalut dukungan pelayanan keprotolkolan kepada Presiden skala 6
ShpraRaEn Indikator Kinerja Lainnya:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan| 4,95 dalam
keprotokolan untuk kegiatan skala &
kenegaraan /resmi, Tamu Negara, dan kegiatan
penting lainnya

2. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungesn| 4,95 dalam
pers, media, dan informasi skala &

3. Persentase pendokumentasian kepiatan 100%
Presiden danfatau. Istert/Suami Presiden, Tamu
Megara, dan kegiatan penting lainnya yang
diselenggarakan di  lingkungan Sekretarat
Presiden

4. Persentase pengelolaan Perpustakaan 1005
Kepresidenan VATIE diselengearakan di
lingkungan Sekretariat Presiden

Kegiatan Anggaran

1. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Admimistrasi Rp  44.042.239.000
Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers, dan

Media kepada Presiden

Kepala Sekretariat Presiden,

Heru Budi Hartano

Jakarta, Desember 2018

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media,

Bey Triadi Machmudin




x

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : Yayat Hidayat
jabatan : Kepala Biro Protokol

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Bey Triadi Machmudin
jabatan : Deputi Bidang Protokel, Pers, dan Media

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian imi dan mengamhbil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, Desember 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

o

Bey Triadi Machmudin Yayat'Hidayat



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BIRO PROTOKOL
Mo. Basaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
11 12] 131 [+
L. |Terseclenpggaranya Indikator Kinerja Urama:
dukungan keprotokolan 1, Indeks kepusnsan pengpuna lavansn dukungan| 4,95 dalam
yang berkualitas keprotokolan untuk kegiatan kenecgaraan/resmi,| skalaé
Tamu Megara dan kegiatan penting lainnya
Indikator Kinerja Lainnya:
l. Indeks kelancaran  pemberian dubkungen) 4,95 dalam
pelayanan keprotokelan kepada Presiden skala 6
2. Jumlah dobumen peovosunan rencana  kerjal 2-dokumen
dan laporan Biro
Kegiatan Anggaran
i, Penvelengearaan Tugas Teknis dan Ep 40.260.863.000
Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokelan,
Pers, dan Media kepada Presiden
Jakarta, Desember 2018
Deputi Bidang Protokel, Pers, Kepala Birg Protokol,

dan Media,

Bey Triadi Machmudin

o

Yayat'Hidayat
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Rl
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah i

nama : Sinta Puspitasari
jabatan : Plt. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Bey Triadi Machmudin
jabatan : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yvang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018
Pihak Kedua, Pihak .

Bey Triadi Machmudin Sinta Puspitasari



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PERS, MEDIA DAN INFORMASI

No. Bazaran Hegiatan Indikator Kinerja Target
(1] 2) 13 4
L. |Terselenggaranya dukungan |Indikator Kinerja Utama:
pers, media dan informasi | 1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan] 4,95 dalam
yvang berkualitas pers, media, dan informasi skala &
Indikator Kinerja Lainnya:
1. Indeks kepuasan pemberian dukungan layanan| 4,95 dalam
aplikasi dan jaringan skala A
2. Persecritase pengelolann Perpusatakaan 100
Kepresidenan vang diselenggerakan di ingkungan
Selretarial Presiden
3. Jumilah dokumen rencana kerja dan laporan Biro | 2 dolumen
HKegiatan Anggaran
1. Penvelenggaraan Tugas Teknis dan Rp3.T81.376.000,00
Administrasi Kerumahtanggann, Keprotokolan,
Pers, dan Media kepada Presiden
Jakarta, Desember 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, Plt. Kepala Pers, Media dan Informas,

dlan Media,

Bey Triadi Machmudin Sinta pitasari
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : Erwvin Wicaksono
jabatan : Kepala Istana Kepresidenan Bogor

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Heru Budi Hartono
jabatan : Kepala Sekretariat Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuail
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

~RPac

Heru Budi Hartono Erwin Wicaksono

-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR

No. Basaran Keglatan Indikator Kinerja Target
(1) (2 {3) (4]
L |Terselenggaranya dukungan | Indikator Kinerja Utama:
administrasi dan 1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan| 4,95 dalam
kerumahtanggaan Iatana administram dan  kerumahtanggaan Istana| skala 6
Kepresidenan Bogor vang Kepresidenan Bogor
berkualitas Indikator Kinerja Lainnya:
1. Persentase pelaksansan teta usaha di Istana 1005
kKepresidenan Bogor
Z. Persentase dukungan kerumahtanggasn dan 100%
keprotokolan di Istana Kepresidenan Bogor
3. Persentase pengelolaan sarana dan prasarana 1005
Istana Kepresidenan Bogor
4. Persentase penatausahaan BMN di lingkungan 1005

Istana Kepresidenan Bogor

Ecgiatan Anggaran
1. Peryelenggaraan Tugas Teknis dan Rp34.843.547.000,00
Administrasi Kerumahtanggaon, Keprotokolan,
Pers, dan Media kepada Presiden
Jakarta, Desember 2018

Kepala Sekretariat Presiden,

Heru Budi Hartono

Kepala na Kepresidenan Bogor,

Erwin Wicaksono
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Saipullah
jabatan : Kepala lstana Kepresidenan Yogvakarta

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Heru Budi Hartono
jabatan : Kepala Sekretariat Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

C¥haddis—

Heru Budi Hartono Saipullah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ISTANA KEPRESIDENAN YOGYAKARTA

Nao. Sasaran Hegiatan Indikator Kinerja Target
(1) 12 (3] [
L, |Terselenggaranya dukungan | Indikator Kinerja Utama:
administrasi dan 1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan| 4,95 dalam
kerumahtanggaan latana administrast dan  kerumahtanggean  [stana gkala 6
Kepresidenan Yogvakarta Kepresidenan Yogyalkarta
yang berkualitas Indikator Kinerja Lainnya:
1. Persentase pelaksanaan tata ussha di [stana L O
Kepresidenan Yogyakaria
2. Persentase dukungan kerumehtanggsan dan 1 00%
keprotokolan di Istana Represidenan Yogyakaria
3. Persentase pengelolaan sarana dan  prasarana F00%
Istana Kepresidenan Yogvakartia
4, Persentase penatausahaan BMN di lingkungan 1005

Istana Kepresidenan Yogyakarta

Kegiatan Anggaran

L. Penvelenggaraan Tugas Teknis dan Rp26.378.773.000,00
Administresi Kerumahtanggaan, Keprotokolan,
Pera, dan Media kepada Presiden

Jakarts, Desember 20018
Kepala Sekretariat Presiden, Kepala [stana Kepresidenan Yogyakarta,

Cam e

Heru Budi Hartono Saipullah
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yvang bertanda tangan di
bawah ini:

nama rUeocu
jabatan : Pit. Kepala Istana Kepresidenan Cipanas

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Heru Budi Hartono
jabatan : Kepala Sekretariat Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018
Pihak Kedua, jhak Pertama,

Chaksc—

Heru Budi Hartono Ucu



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ISTANA EEPRESIDENAN CIPANAS

No. Sasaran Keglatan Indikator Kinerja Target
(1) 12] (3] [
L |Terselenggaranya dukungan |Indikator Kinerja Utama:
administrasi dan 1. Indeks kepuasan pengguna layvanan dukungan| 4,95 dalam
kerumahtangpaan Istana administrasi dan  kerumahtanggaan  [stana skala &
Kepresidenan Cipanas yang Kepresidenan Cipanas
berkualitas Indikater Kinetja Lainnya:
1. Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana 100%
Eepresidenan Cipanas
2. Perasentase dukungan kerumahtanggasn dan 100%
keprotokolan di Istana Kepresidenan Cipanas
3. Persentase pengelolaan sarana dan prasarana 100%
Istana Kepresidenan Cipanas
4. Persentase penatausahaan BMN di lingkungan 100%
Istana Kepresidenan Cipanas
EKegiatan Anggaran
1. Penyvelenggaraan Tugas Teknis dan Rp21.740.595.000,00
Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan,
Pers, dan Media kepada Presiden
Jalkarta, Desember 2018

Kepala Sekretariat Presiden,

epala Istana Kepresidenan Cipanas,

CBhatas—

Hery Budi Hartana
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektf, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : I Dewa Gde Swarthana
jabatan : Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Heru Budi Hartono
jabatan : Kepala Sekretanat Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Ot :

Heru Budi Hartono I Deya Gde Swarthana



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ISTANA KEPRESIDENAN TAMPAKSIRING

HNo. Sasaran Heglatan Indikator Kinerja Target
1] 12 2] (4]
1. |Terselenggaranya dulungan |Indikator Kinerja Lftarmat:
administrasi dan i_|Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan| 4,95 dalam
kerumahtanggsan Istana administrasi  dan  kerumahtanggaan  lstana) skala 6
Kepresidenan Tampaksiring Kepresidenan Tampaksiring Bali
yang berkualitas Indikator Kinerfa Lainnya:
1. |Persentase pelaksanaan tata ussha di Istana 100
Kepresidenan Tampaksiring Bali
2, |Persentase  dukungan kerumahtanggaan  dan 1007
keprotokolan di [stana Kepresidenan
Tampaksiring Bali
3. |Persentase pengelolaan sarana dan prasarana 100
[stana Kepresidenan Tampalesiring Bali
4, |Persentase penatausnhaan BMN di linglkungen 100

Istana Kepresidenan Tampakeiring Bl

1

Keglatan

1. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan

Administrast Kerumahtanggaan, Keprotokolan,
Pers, dan Media kepada Presiden

Kepala Sckretariat Presiden,

Anggaran
Rpl2.062.523,000,00
Jekarta, Desember 2008

Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring,

W g

Heru Budi Hartono

| Dews Cide Swarthana
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekuf
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Oemar
Jabatan : Kepala Sekretariat Wakil Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama ; Pratikno
Jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak
Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan
mengambil tindakan wyang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

—

LS i e

Pratikno Mohamad Oemar



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

No.

_ am/Kegiata

(1)

(2)

13)

Meningkatnya dukungan
teknis, administrasi dan
analisis urisan pemerintahan
di bidang kesekretariatan
negara dalam mendukung
pelaksanaan tugas Walkil
Presiden

Persentase analisis
kebijakan yang
ditindaklanjuti oleh Wakil
Presiden dalam membanta
Presiden

. Terjaminya pemberian layanan

kerumahtanggaan dan
keprotokolan yang berkualitas
kepada wakil presiden

100%

Indeks kelancaran
pemberian dukungan
pelayanan

kerumahtanggaan kepada
Wakil Presiden

4,44

Indeks kelancaran

pemberian dukungan

pelayanan keprotokolan
. kepada Wakil Presiden

4,44

Persentase kegiatan pers,
media, dan pelayanan
informasi serta
dokumentasi kegiatan
Wakil Presiden dan acara
lainnya di lingkungan
Selcretariat Wakil Presiden
yang diselesailan

100%

Persentase kegiatan
pelayanan administrasi
umum di lingkungan
Sekretariat Wakil Presiden
yvang diselesaikan

100%

Jumlsh laporan
pengelolaan dana
operasional Wakil Presiden

1 laporan

Jumlah laporan program,
| anggaran dan keuangan di

lingkungan Sekretariat
Walil Presiden vang
| disusun

dokumen




Kegiatan: Anggaran:

1. Program Dukungan Manajemen dan Rp.104.646.971.000,00
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Sekretariat Negara Rp.2.581.434.000,00

2. Program Penyelenggaraan Pelayanan
Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan
Wakil Presiden

Jakarta, Januari 2019

Menteri Sekretaris Negara, Kepala Sekretariat Wakil Presiden,

e

WW W

Pratikno Mohamad Oemar
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif fransparan, dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama Wilarmo Setiawan
jabatan : PIt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur. dan
Kemaritiman

selanjutnya disebut pihak pertama,

nama . Mohamad Qemar
jabatan - Kepala Sekretariat Wakil Presiden

selaku atasan pihak pertama. selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperfukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinera dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

%WF @f_ﬁ%

Mohamad Cemar Wilarno Setiawan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEFPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR, DAN

KEMARITIMAN
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja | Target |
Lt} _(2) = == S : (4)
1 Meningkatnya kualitas Persentase hasil analisis 100%
analisis kebijakan di bidang | kebijakan di bidang ekonomi,
ekonomi, infrastruktur, dan infrastruktur, dan kemaritiman
kemaritiman kepada Wakil yang ditindaklanjuti oleh VWakil
Presiden Presiden dalam membantu
| Presiden
| Jumlah dokumen rencana 2 dokumen
kerja dan laporan Deputi
Bidang Dukungan Kebijakan
‘ Ekonomi, Infrastruktur, dan
Kemaritiman
L |
Kegiatan: Anggaran:
Program Penyelenggaraan Pelayanan Rp&73.5682.000 -
Cukungan Kebijakan kepada Presiden
dan Wakil Presiden
Jakaria, Januar 2018

Kepala Sekretariat Wakil Presiden

Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman,

7t

Mohamad Cemar

f-”

Wilarno Setiawan
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Daiam rangka mewujudkan manajemen pemerintanan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Ahmad Lutfie
jabatan . Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama » Wilarno Setiawan
jabatan . Phi. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan
Keamaritiman

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual [ampiran
Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan metakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Wilarno Setiawan Ahmad Lutfie



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI KEUANGAN, INVESTASI, DAN BADAN USAHA

m_ 2 > @) )
1 | Terlaksananya hasil analisis | 1 | Persentase hasil analisis 100%
kebijakan di bidang keuangan, kebijakan di bidang keuangan,
investasi, dan badan usaha investasi, dan badan usaha
yang ditindaklanjuti oleh Deputi
. Bidang Dukungan Kebijakan
Ekonomi, Infrastruktur, dan
Kemaritiman
2 | Jumiah dokumen rencana kera | 2 dokumen
dan laporan Asisten Deputi
Keuangan, Investasi, dan
Badan Usaha
| gl I

Kegiatan: Anggaran:

Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Rp 228.285.000 -

Wakil Presiden Bidang Keuangan,

Investasi, dan Badan Usaha

Jakarta, Januar 2018
Pit. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Asisten Deputi Keuangan,
Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman, Investasi, dan Badan Usaha

e *
A s o~

Wilarno Setiawan Ahmad Lutfi



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemernntahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Wilarmo Setfiawan
jabatan - Asisten Deputi Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang

salanjutnya disebut pihak pertama,

nama . Wilarmmo Sehawan

jabatan . Pit. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infratsruktur, dan

Kemaritiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinera tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta skan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanks:

Jakarta, Januan 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

o pe

Wilarno Setiawan Wilarno Seliawan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTUR, ENERGI DAN TATA RUANG

No. | Sasaran Ptogram/Kegiatan | Indikator Kinerja Target |
(1) (2) RS (3) L—— 4 —— |
1 | Terdaksananya hasil analisis 1 | Persentase laporan hasil 100%
kebijakan di bidang | analisis kebijakan di bidang
infrastruktur, energi, dan tata | infrastruktur, energi, dan tata
ruang | ruang yang ditindaklanjuti oleh |
| Deputi Bidang Dukungan
| Kebijakan Ekanomi,

| Infrastruktur, dan Kemaritiman. |

2 Jumlah dokumen rencana kerja | 2 dokumen
dan laporan Asisten Deputi
Infrastruktur, Energi, dan Tata
Ruang
I

Kegiatan: Anggaran:

Program Penyelenggaraan Pelayanan  Rp268.075.000 -
Dukungan Kebijakan kepada Presiden
dan Wakil Presiden

Jakarta, Januan 20189

Pit. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Asisten Deputi Infrastrukur, Energi dan Tata
Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman, Ruang,

o p

Wilarno Setiawan Wilarno Setiawan



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Setio Sapto Nugroho
jabatan  : Asisten Deputi Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

nama : Wilarno Setiawan

jabatan . Pit Depufi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi,

Infrastruktur, dan Kemaritiman

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditstapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Jakarta, Januari 2019

it

Wilarno Setiawan Setio Sapto Nugroho

Pihak Pertama,
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI KETAHANAN PANGAN DAN SUMBER DAYA HAYATI

— —_—
Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Target
!EI = {4
Terlaksananya hasil analisis Persentase laporan hasil analisis 100
kebijakan di bidang ketahanan kebijakan di bidang ketahanan
pangan dan sumber daya hayafi |pangan dan sumber daya hayati
yang ditindaklanjuti oleh Deputi
Bidang Dukungan Kebijakan I
{Ekonomi, Infrastruktur, dan
Kemarfiman
Jumlah dokumen rencana kerja 2 dokumen
dan laporan Asisten Deputi
i — —
Kegiatan Anggaran
Program Penyelenggaraan Pelayanan Rp. 226.517.000,-

Dukungan Kebijakan Kepada Presiden
dan Wakil Presiden

Jakaria, Januari 2018

Pit. Deputi Bidang Dukungan Kebljakan Asisten Deputi Ketahanan Pangan dan
Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman Sumber Daya Hayati

futs

Wilarno Setiawan Setio Sapto Nugroho
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA R
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeklif. transparan, dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Muchammad Zulkarnain
jabatan . Asisten Deputi Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

salanjutnya disebut pihak pertama,

nama s Wilarno Setiawan
jabatan : Pit. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infratsruktur, dan
Kemaritiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama bernanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinera tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinena darl perjanjlan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

ot SN

Wilarno Setiawan Muchammad Zulkarnain



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Dukungan Kebijakan kepada Presiden
dan Wakil Presiden

Pit. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
Ekanomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman,

ey

Wilarno Sefiawan

Jakarta, Januari 2019

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
5 i - {2) (3) )
| 1 | Terlaksananya hasil analisis 1. | Persentase |aporan hasil 100%

kebijakan di bidang industri, analisis kebijakan di bidang
perdagangan, panwisata, dan industri, perdagangan,
ekonomi kreatif pariwisata, dan ekonomi kreatif
yang ditindaklanjuti oleh Deputi
Bidang Dukungan Kebijakan
Ekonomi, Infrastruktur, dan
Kemaritiman.
2. | Jumlah dokumen rencana kerja | 2 dokumen
dan laporan Asisten Deputi.
Kegiatan: Anggaran:
Program Penyelenggaraan Pelayanan Rp250.685.000 -

Asgisten Deputi Industri, Perdagangan,
Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif,

AN

Muchammad Zulkarnain
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

MNama : Bambang Widianto
Jabatan  : Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan
Pemerataan Pembangunan

selanjutnya disebut Pihak Perlama,

MNama : Mohamad Oemar
Jabatan : Kepala Sekretanat Wakil Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinera jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

W.

Mohamad Oemar

Bambang
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1 (2) (3) (4)
1 |Meningkatnya kualitas 1 |Persentase hasil analisis kebijakan 100%

analisis kebijakan di bidang di bidang pembangunan manusia
pembangunan manusia dan dan pemerataan pembangunan yang
permerataan pambangunan ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden
kepada Wakil Prasiden dalam membantu Presiden

& |Jumlah dokumen rencana kerja dan 2 dokumaen
laporan tahunan di bidang dukungan
kebiakan pembangunan manusia
dan pemerataan pambangunan

Kegiatan Anggaran
1 Pelaksanaan Dukungan Kebijakan VWakil Rp 221.623.000.-
Fresiden Bidang Peningkalan dan
Pengembangan Kesejahteraan
2 Pelakzanaan Dukungan Kebijakan Wakil Rp 173.130.000,-

Presiden Bidang Perlindungan Sosial dan
Fenanggulangan Bancana

3 Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Rp 272.035.000 -
Presiden Bidang Pembangunan Sumber
Daya Manusia
Jakarta, Januar 2019
Kepala Sekretariat Wakil Deputi Bidang Dukungan
Prasiden Kebijakan Pembangunan Manusia
dan Pemerataan Pembangunan

Wr_ i

Mohamad Oemar Bamba idianto
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Mama : C. Betty Manurung
Jabatan : Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Mama : Bambang Widianto
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan
Pemerataan Pembangunan

saelaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januar 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Bambang Widianto . Betty Manurung
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

_No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
L f1) | (2) _ (3) | {4
1 | Terlaksananya hasil analisis 1 | Persentase hasil analisis 100%
kebijakan di bidang kebijakan di bidang
pembangunan sumber daya pembangunan sumber daya
manusia manusia yang ditindaklanjuti
l oleh Deputi Bidang Dukungan
Kebijakan Pembangunan
Manusia dan Pemerataan
Pembangunan

2 | Jumiah dokumen rencana 2 dokumen
| kerja dan laporan Asisten
Depuli Pembangunan Sumber
| Daya Manusia

Keqiatan: Anggaran:

Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Rp 272.035.000.-
Presiden Bidang Pembangunan Sumber
Daya Manusia

Jakarta, Januar 2018

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Asisten Deputi Pembangunan Sumber
Pembangunan Manusia dan Pemerataan Daya Manusia,
Pembangunan,

. Betty Manurung




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektf, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada haslil. kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Mama D abdul Mu'is
Jabatan . Asisten Deputi Perlindungan Sosial dan Penanggulangan
Bencana

selanjutnya disebut Pihak Pertama,
Mama . Bambang Widianto

Jabatan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia
dan Pemerataan Pembangunan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertarma berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian inl, dalam rangka mencapai farget kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, Januarn 2019
wiak Pertama
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Neo. Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 | Terlaksananya hasil analisis 1 | Persentase laporan hasil 100%
| kehijakan di bidang analisis kebijakan di bidang
perlindungan sosial dan perindungan sosial dan
penangulangan bencana penanggulangan bencana yang
' ditindaklanjuti oleh Deputi
Bidang Dukungan Kebijakan '
Pembangunan Manusia dan

Pamerataan Pembangunan

| 2 | Jumlah dokumen rencana kerja | 2 dokumen
dan laporan Asisten Deputi

| Perlindungan Sosial dan
Penanggulangan Bencana

Kegiatan: Anggaran: Rp.173.130.000 -
Pelaksanaan Dukungan Kebiiakan kepada

Wakil Presiden Bidang Perlindungan Sosial

dan Penanggulangan Bencana

Jakarta, Januar 2019

Deputi Bidang Dukungan Kebljakan Asisten Deputi
Pembangunan Manusia dan Pemerataan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan
Pambangunan,
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Rl
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta beronentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Mama : Pranggono Dwianto
Jabatan  : Asisten Depuli Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Mama : Bambang Widianto
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan

Pemerataan Pembangunan
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Bambang Pranggono Dwi
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN DAN PENGEMEANGAN

KESEJAHTERAAN
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 |Teraksananya hasil analisis| 1 [Persentase hasll analisis kebijakan 100%
kebijakan di bidang di bidang peningkatan dan
peningkatan dan pangambangan kesejahteraan yang
pengembangan ditindakiznjuti oleh Deputi Bidang
kesejahteraan Dukungan Kebiljakan Pembangunan
Manusia dan Pemerataan
Pembangunan
2 |Jumlah dokumean rencana kerja dan 2 dokumen
laporan tahunan Asisten Deputi

Kegiatan Anggaran
Pelaksanaan Dukungan Rp 221.623.000.-
Kebijakan Wakil Presiden Bidang

Peningkatan dan Pengembangan

Kesejahteraan

Jakaria, Januar 2019
Deputi Bidang Dukungan Asdep Peningkatan dan
Kebijakan Pembangunan Pengembangan Kesejahleraan
Manusia dan Pemerataan

mbangunan

Pranggono Dwianto
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Mama - Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.

Jabatan * Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Mama - Drs. Mohamad Qemar, M.A.

Jabatan - Kepala Sekretarial Wakil Presiden

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan sera akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Jdanuar 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Pt L

Dr=. Mohamad Oemar, M.A. Guntu an Nefianto, S.E., S.H., M.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

NO. | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya kualitas . Persentase hasil analisis 100%

analisis kebijakan di
bidang pemerintahan
kepada Wakil Presiden

kebijakan di bidang
pemeriintahan yang
ditindaklanjuti oleh Wakil
Presiden dalam membantu

FPresiden.
. Jumiah dokumen rencana 2
kerja dan laporan tahunan di dokumen

bidang dukungan kebijakan
pemernntahan yang sesual

standar.

Kegiatan: Anggaran:

1. Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Rp 176.637.000,00.
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

2. Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Rp 180.610.000,00.
Bidang Hubungan Luar Negeri.

3. Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Rp 207.112.000,00.
Bidang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik,

4. Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Rp 192.370.000,00,
Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan,

5. Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Rp 184.355.000,00.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

Kepala Sekretariat Wakil Presiden,

b

Drs. Mohamad Oemar, M.A.

Jakarta, Januari 2019

Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
Pemerintahan,

e

— 2
Guntur Irthan Nefiante, S.E., S.H., M.H.
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel seria berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Igbal, S.E., 5.H., M.5L

Jabatan : Asisien Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

MNama : Guntur Iman Nefianto, S.E., 5.H., M.H.

Jabatan : Pit. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperivkan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja darn Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januar 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Guntu |nr£"" Heﬂantn S.E., S.H.,, MH. Muhammad Igbal, S.E., S.H., M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Terlaksananya hasil 1. Persentase laporan hasil 100%
analisis kebijakan di analisis kebijakan di bidang
bidang politik, hukum, dan politik, hukum, dan keamanan
keamanan yang ditindaklanjuti oleh

Deputi Bidang Dukungan
Kebijakan Pemerintahan.

2. Jumiah dokumen rencana 2
kerja dan laporan Asisten dokumen
Deputi.
Kegiatan: Anggaran:
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Rp 176.637.000,00.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Jakarta, Januari 2019
Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Asisten Deputi Politik, Hukum, dan
Pemerintahan, Keam

-

Guntur | aﬂ'ﬂﬁl;ntn, S.E., S.H., M.H.

mad Igbal, S.E., S.H., M.Si.
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Sirad] Parwito, M.A

Jabatan . Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri

selanjutnya disebul Pihak Pertama,

Nama . Guntur Iman Nefianto, S E., SH., MH.

Jabatan . Pit. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab karmi

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama.

" I 4

/

Guntur, n Nefianto, S.E., S.H., M.H. Mohamad Siradj Parwito, M.A



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI HUBUNGAN LUAR NEGERI

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Terlaksananya hasil 1. Persentase laporan hasil 100%
analisis kebijakan di analisis kebijakan di bidang
bidang hubungan luar hubungan luar neger yang
negeri ditindaklanjuti oleh Deput:

Bidang Dukungan Kebijakan
Pemerintahan

2. Jumlah dokumen rencana £
kerja dan laporan Asisten liman
Deputi.
Kegiatan: Anggaran:
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Rp 180.610.000

Bidang Hubungan Luar Negeri

Jakarta, Januari 2019

Pit. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Asisten Deputi Hubungan Luar
FPemerintahan, MNeger|

LS

. -
Mohamad Siradj Parwito, M.A
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Adhianti, 5.1P., M.5i,
Jabatan : Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama - Guntur Iman Nefianto, S E., SH, M.H.
Jabatan : Pit. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

FPihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Gunturiman Nefianto, S E., S H., M H. Adhianti, S.1P., M.Si.
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

No, | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) 12) (3) 14)
1 Terlaksananya hasil 1. Persentase laporan hasil 100%
analisis kebijakan di analisis kebijakan di bidang
bidang refarmasi birokrasi reformasi birokrasi dan
dan pelayanan publik pelayanan publik yang

ditindaklanjuti oleh Deputi
Bidang Dukungan Kebijakan
F_'emerintahan.

Jumiah dokumen rencana 2 dokumen
kerja dan laporan tahunan di
Bidang Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan Publik.

pal

Kegiatan: Anggaran:
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Rp207.112.000,00
Bidang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Jakarta, Januari 2019

Pit. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan
Pemerintahan, Pelayanan Publik,

Guntur Iinan Nefianto, S E., S H., MH. Adhianti, 5.IP., M.5i.
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Dra. Sri Mulyani, M.Si.
jabatan  : Asisten Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama - Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.
jabatan  : PIt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Fihak Kedua, Pihak Pertama,

_ﬂ.,.#"'
Guntur iman Nefianto, S.E., S.H., M.H. Dra. Sri M/(yani. M.Si.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

Sasaran .
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) y 9 14
1 | Terlaksananya hasil analisis Persentase laporan hasil 100%
kebijakan di bidang analisis kebijakan di bidang
Pengawasan pengawasan
Penyelenggaraan penyelenggaraan
Pemerintahan pemerintahan yang
ditindaklanjuti oleh Deputi
Bidang Dukungan Kebijakan
Pemerintahan.
Jumlah dekumen rencana 2 dokumen |
kerja dan laporan Asisten
Deputi
Kegiatan Anggaran

Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden

Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pit. Deputi Bidang Dukungan
Kebijakan Pemerintahan,

[

Guntur Imlan Nefianto, S.E., S.H., M.H.

Jakarta,

Rp192.370,000,-

Januari 2019

Asisten Deputi Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan,

Dra. Sri Mdlyani, M.5i.




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektf, transparan dan
akuntabel serta bergrientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama . Rusmin Nuryadin

jabatan | Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Publik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama . Guntur Iman Nefianto

jabatan : Pt Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Fihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinena yang seharusnya sesuai
dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai targel kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan

dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januar 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

/)
R uryadin




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

Sasaran ProgramiKegiatan

Terlaksananya hasil analisis
kebijakan di bidang kemunikasi
dan informasi publik.

Indikator Kinerja

. Persentase laporan hasil

analisis kebijakan di bidang
komunikasi dan informasi
publik yang ditindaklanjuti
oleh Deputi Bidang
Dukungan Kebijakan
Pemerintahan.

Target

100%

. Persentase

dukungan
pelayanan kepada wartawan
media massa, terkait
dukungan logistik dan
peliputan kegiatan  Wakil
Presiden danfatau IstrifSuami
Walkil Presiden yang disusun.

100%

Persentase dukungan
diseminasi informasi kegiatan
Wakil Presiden danfatau
IstrifSuami  Wakil Presiden
dan kegiatan Kesekretariatan
melalui media Setwapres
yang diselesaikan.

100%

. Persentase dukungan
peliputan dan dokumentasi
kegiatan Wakil Presiden

danfatau IstrifSuami  Wakil
Presiden, dan Kegiatan
Kesekretariatan yang
disusun.

100%




5 Jumlah dokumen rencana 2 dokumen
kerja dan laporan Asisten
Deputi.

Kegiatan Anggaran

Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Prasiden Rp184.355.000,00
Bidang Komunikasi dan Infarmasi Publik

Jakarma, Januan 2015
Pihak Kedua, Fihak Pertama,

L]

(i~ —

—— L]
Guntur ljnan Mefianto Rusmih,pMuryadin
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARARI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeltif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Mama : Guntur Iman Nefianto
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

MNama : Mohamad COemar
Jabatan : Kepala Sekretariat Wakil Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak
Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewnjudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti vang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yvang diperiukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan
mengambil tindakan wvang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januan 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

TR ,

Mohamad Oemar Guntur Ilnan Nefianto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

No.

Sasaran
Program/Kegilatan

Indikator Kinerja

1)

(2)

(3)

4

Meningkatnya kualitas
pemberian dukungan
pelayanan keprotokolan
dan kerumahtanggan
kepada Wakil Presiden

Indeks kelancaran
pemberian dukungan
pelayanan keprotokolan
kepada Wakil Presiden

4,44

Indeks kelancaran
pemberian dukungan

pelayanan kerumahtanggasn
kepada Waldl Presiden

4,44

Indeks kepuasan pengguna
layanan perencanasan
angparan, pengelolaan
keuangan, dan pelaporan

4,44

Indeks Lr:épuaa-an PENEEUTIA
layanan manajemen kinerja

4,44

| Indeks kepuazan pengguna
| layanan administrasi

ketatausshaan

4,44

Indeks kepuasan pengguna
iayanan pengelolaan
kepegawaian

4,44

2

Indeks kepuasan pengguna
layanan teknologi informasi

4,44

Indeks kepuasan pengguna
layanan kesehatan

4,44

Indeks kepuasan layanan
penyediaan sarana dan
prasarana bagi Wakil
Presiden

4,44

10

Jumlah laporan pengelolaan
dana operazional Wakil

Presiden

laporan

11

Jumlah rencana kerja dan
laporan di lingkungan
Sekretariat Wakil Presiden
vang disusun

dakumen




Kegiatan: Anggaran:

Program Dukungan Manajemen Rpl104.646.971.000,00
dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian Sekretanat

Negara

Jakarta, Januari 2019
Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Deputi Bidang Administrasi,

——

"/W

Mohamad Oemar Cruntar

&

.ul""d..-

an Nefianto
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektil,
transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : Sapto Harjono W.5,
Jabatan : Kepala Biro Protokol

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama + Guntur Iman Nefianto

Jabatan . Deputi Bidang Administrasi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
-=_-_-_-_‘_\"'\\

/

Guntur Ipan Nefianto Sapto Harjono W.S.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PROTOKOL

Sasaran
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 | Terlaksananya urusan | 1 |Indeks kelancaran 4,55
pemberian dukungan pemberian dukungan
acara dan persidangan, pelayanan keprotokolan
kerumahtanggaan, kepada Wakil Presiden
perjalanan, pengelolaan dan/atau istri/suami
naskah pidato/notulen Wakil Presiden
dan penerjemahan bagi | 2 | Indeks kelancaran 4,55
Wakil Presiden yang | pemberian dukungan |
berkualitas kerumahtanggan kepada
Wakil Presiden
3 | Indeks kelancaran 4,55
pelaksanaan urusan
kerumahtanggaan di
lingkungan Sekretariat
Wakil Presiden |
| 4 | Jumlah dokumen rencana 9
| kerja dan laporan Biro dokumen
| | Protokol :
Kegiatan: Anggaran:
Pelaksanaan Dukungan Rp50.390,491.000,00

Keprotokolan Wakil Presiden

Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Administrasi, Kepala Biro Protokol,

-bl

-

L .
Guntul|lman Nefianto Sapto Harjono W.5.
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARARI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

MNama ¢ Purwono Prihantoro B.T,
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Guntur Iman Nefianto
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak
Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yvang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

|

b

Guntut Iman Mefianto Purwong Prihantoro B.T.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) 12 (3] (4)
1 | Terlaksananya Indeks kepuasaan pengguna 4. 44
perencanaan dan evaluasi layanan perencanaan
PEILERnEEATan, AN EEATAT
pengelolaan keuangan, Indeks kepuasan pengguna 4,44
penyusunan laporan layanan pengelolaan
keuangan dan akuntansi keuangan dan pelaporan
barang milik negara, serta keuangan
manajemen kinerja | Indeks kepuasan pengguna 4,44
Sekretanat Walul Presiden layanan pelaporan ekuntansi
yang berkualitas. dan b g milik ne
Indeks kepuasan pengguna 4,44
layanan manajemen kinerja
Jumlah laporan pengelolaan 2
dana operasional Wakil laporan
Presiden dan dana bantuan
kemasyarakatan
Jumlah rencana kerja dan 2
laporan Biro Perencanaan dokumen
dan Keuangan
Kegiatan: Anggaran:

Pelaksanaan dukungan perencanaan

anggaran, keuangan, dan manajemen
kinerja.

Deputi Bidang Administrasi,

%

i
Guntur{iman Nefianto

Rp9.280.282.000,00

Jakarta, Januan 2019

Kepala Biro Perencanaan
dan Keuangan,

.

Purwone Prihantoro B.T.




ﬂl
g L2

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ¢ Slamet Widodo

Jabatan : Kepala Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan
Kepegawaian

selanjutnya disebut Pihak Pertama,
Nama : Guntur Iman Nefianto
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutiya disebut
Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kkinerja yang
seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
i_
" ME®

Gunttk Iman Nefianto amet Widodo



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO TATA USAHA, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KEPEGAWAIAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) 12 (3) (4)
1 | Terlaksananya urusan 1 | Indeks Kepuasan Layanan 4,44
ketatausahaan, Ketatausahaan
pengelolaan teknologi 2 | Indeks Kepuasan 4,44
informasi, dan Pengelolaan Teknologi
kepegawaian, Informasi
pengoordinasian cvaluasi | 3 | 154eks Kepuasan 4,44
oraganisasi dan tata Pengelolaan Kepegawaian
laksana serta pelayanan
keschatan pejabat dan 4 | Indeks Kepuasan Layanan 4,44
pegawai di lingkungan Kesehatan
Sekretariat Wakil Presiden | 5 | Jumlah laporan analisis, 1
vang berkualitas, evaluasi, penyusunan, dan laporan
peEnyempurnaan organisasi,
tata laksana, analisis
jabatan, evaluasi jabatan,
dan standar kompetensi
jabatan _
6 | Jumlah rencana kerja Biro 1
Tata Usaha, Teknologi dokumen
Informasi, dan Kepegawaian
7 | Jumlah laporan Biro Tata 1
Usaha, Teknologi Informasi, laporan
| dan Kepegawaian
Kegiatan: Anggaran:

Pelaksanaan dukungan tata usaha,
teknologi informasi, dan kepegawaian

Deputi Bidang Administrasi,

Ep&,054,999.000,00

Jakarta, Januari 2019

Kepala Biro Tata Usaha, Teknologi
Informasi, dan Kepegawaian,




SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan  yang efekti,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami vyang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama + Azhari Maulana
Jabatan : Kepala Biro Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama + Guntur Iman Nefianto
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak
Kedua,
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Fihal-:_E'ﬁri.a-ma%.
o g

___.-"'
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Cuntudlman Nefianto P ari Maulana
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BIRO UMUM
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) 2] (3 i)
1. | Tersedianya 1. | Indeks Kepuasan ketersediaan
sarana dan sarana dan prasarana 4,44
prasarana perlengkapan i
Sekretariat 2. | Indeks Kepuasan ketersediaan
Walkil sarana dan prasarana gedung dan 4 .44
Presiden vang i bangunan
berkualitas 3. | Indeks Kepuasan ketersediaan
sarana dan prasarana kendaraan 4,44
4. | Indeks Kepuasan penyelenggaraan
ketertiban keamanan dalam 4,44
| 5. | Indeks Kepuasan pengelolaan
4,44
perpustakaan
6. | Jumlah rencana kerja dan Laporan | 2 Laporan
vang disusun Biro Umum

Jakarta, Januan 2019
Kegiatan: Anggaran:
Pelaksanaan dukungan Sarana dan Rp. 35.808.338.000
Prasarana Sekretariat Wakil Presiden

Deputi Bidang Administrasi, Kepala Biro Umum,
e
/J
W Fli .
,,.-"'F 1

Guntil Iman Nefianto ari Maulana
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektl, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : Trisno Hendradi
jabatan : Sekretaris Militer Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Pratikno
jabatan  : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, sclanjutnya disebut Pihak kKedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Pratikno Trisno Hendradi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN

No. Sasaran Indikator Kinerja Target
1) (2) (3) (4]
I, |[Terselenggaranya 1. Persentase pelayanan administrasi personel 0%,
kegiatan VVIP, TNI dan Polrl vang disetujui oleh Presiden
dukungan
administrasi personel |2 Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang 100%
TNI dan Polri, dan aman

penganugerahan gelar,
tanda jasa dan tanda
kehormatan vang

3. Persentase dukungan administrasi 1003
penganugerahan gelar, tanda jasa; dan tanda
kehormatan vang disetujui oleh Presiden

berkualitas
2.  |Kelancaran 1. Indeks kepuasan pengguna lavanan di 3.8
pelaksanaan tugas lingkungan Sekretariat Militer Presiden [ekala 5}

pokok dan fungs
Sekretariat Militer
Presiden

Program Anggaran
1. Penyelenggaraan Pelayvanan Dukungan Kebijakan Rp24.965.764.000
Kepada Presiden dan Wakil Presiden

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Rpb6.005.012.000
Teknizs Lainnva Sekretariat Megara

Jakarta, Januari 2019
Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Militer Presiden,

Iponir- 2

Pratikno Trisno Hendradi



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yvang efektf, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : Basuki Nugroho
jabatan : Kepala Biro Personel TNI dan Polri

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

rarma : Trisno Hendradi
jabatan : Sekretaris Militer Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pﬂrt&fffna.

Trisno Hendradi Basuki Nugroho



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PERSONEL TNI DAN POLRI

Ha, Basaran Indikator Kinerja Target
(1) 2] 13) 14
L Terwujudnyae dukungan Persentase rancangan Keputusan Presiden 100%%

administrasi pengangkatan, tentang pengangkatan, kenaikan pangkat dan
kenaikan pangkat dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang
pemberhentian personel THI diselesaikan sesual standar
dan Polri yang tepat dan akurat

. |[Rancangan Maskah Keputusan |a, Persemiase penvelesalan RBancangan Naskah 104%
Presiden (Keppres] tentang keputusan Presiden [keppres) tentang
Pengangkatan, Kenadkan pengangkatan, kenaikan panghkat, dan
Pangkat, dan Pemnberhentian pemberhentian personel TNI dan Polri yang
Personel THI dan Polri wewenang penetapannya berada pada

Presiden sesual standar pelayanan

. |Layanan Penyelenggaraan b, Persentase lavanan penyelengearaan 100%:
Upacara Kenegaraan dan upacara kenegaraan dan pelantikan THI dan
Pelantikan TMI dan Pelr Polri vang dilaksanakan sesual rencana

. |Layanan Pembinaan Personel ¢. Persentase layanan pembinaan personel TNI 1000
TN dan Polri di lingkungan dan Polrt di ingkungan Kementerian
Kementerian Sekretarial Negara Sekretarial Negara dan Sekretariat Kabinet
dan Sekretarial Kabinet sesual standar pelayanan

Kegiatan Anggaran
1. Penyelenggarann Dubkungan Teknis dan Administirasi Rpl.7533.010.000
Persane] THI dan Paolrd
Jakarts, Jenuari 2019
Sckretaris Militer Presiden, Karo Personel WMl dan Polr,

Trisne Hendragi

Basukt Nugraha




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yvang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami vang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : Ronald L. Siregar
jabatan : Kepala Biro Pengamanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Trisno Hendradi
jabatan : Sekretaris Militer Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

= s/

Trisno Hendradi Ronald L. Siregar



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PENGAMANAN

No. Basaran Indikator Kinerja Target
1) (2] (3} 4]
1. Terwujudnya koordinasi Persentase penyvelenggaraan koordinasi L OO

pengamanan VVIP vang efektil |pengamanan fisik dan non fisik VVIP yang
dilaksanakan sesuai standar

Layanan pengamanan VVIP Persentase [avanan pengamanan 1005
Presiden dan Wakil Presiden beserta
keluarganyva serta [amu negara
setingkat Kepala Negara/ Kepala
Pemerintahan negara asing [VVIF)
sesuai standar pelayanan

Kegiatan Anggaran

1. Pengkoordinasian Pengamanan Fisik dan Non Fisik Bagi Rp3.237.289.000
VAILP

Jakarta, Jamuaart 20019
Sekretaris Militer Presiden, Karo Pengamanan,

L Movdly

Trisno Hendradi Romald L. Siregar




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Rl
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah 1ni:

nama : Imam Suprayitno
jabatan : Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Trisno Hendradi
jabatan : Sekretaris Militer Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang seharusnva sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

—

Trisno Hendradi Imam Suprayitno




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

No. Sasaran Indikator Kinerja Target

1) (2] {3] [4)

. |Terwujudnya dukungan |1, Persentase rancangan Keputusan Presiden tentang | 100%
administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda
penganugerahan gelar, kehormatan vang diselesaikan sesuai standar

tanda jasa, dan tanda

kehormatan vang tepat dan
alourat 2. Persentase kelengkapan gelar, tanda jasa, dan 1000,

tanda kehormatan vang didistribusikan

a. |Rancangan Naskah a. Persentase penyelesaian Rancangan Keppres 100%
Keputusan Presiden tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
|Keppres) tentang sesual Standar Pelavanan

Pemberian Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda

Kehormatan
b. |Layanan Penganugerahan |b. Persentase layanan penganugerahan gelar, tanda 1005
Gelar, Tanda Jasa, dan jasa, dan tanda kehormatan vang dilaksanakan
Tanda Kehormatan sesual standar pelayanan
Kegilatan Anggaran
L. Penvelenggaraan Administrasi Penganugerahan Celar, Tanda Rpl19.975.465.000

Jasza, dan Tands Kehormatan

Jakarta, Januari 2019
Sekretaris Miliver Presiden, Karo Gelgy, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

%

Trisno Hendrad: [

am Suprayitno




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : Putu Jayan Danu Putra
jabatan : Kepala Biro Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Trisno Hendradi
jabatan : Sekretaris Militer Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

— g3

Trisno Hendradi Putu Jayan Danu Putra



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BIRO UMUM

Neo. Sasaran : Indikator Kinerja Target
(1) [2) i (3} 4]
1. Terwujudnya dukungan {a. Indeks kepuasan pengguna layanan 3.9
administrasi umum di administrasi perencanaan, evaluasi dan
lingkungan Sekretariat Militer pelaporan
Presiden vang optimal
b. Indeks kepuasan pengguna layanan 3.9
administrasi kewangan
¢. Indeks kepuasan pengguna lavanan 3.9
administrasi Kepepawalan
d, Indeks kepuasan pengguna lavanan 3.9
administrasi ketatausahaan dan perlengkapan
a.|Layanan Dukungan Manajemen |a. Indeks Kepuasan Pengguna Lavanan 3.9
Eselon | administras: perencanaan, evaluasi dan
pelaporan
(b, Indeks Kepuasan Pengguna Lavanan 3.9
adminstrasl keuanszan
¢, Indeks Kepuasan Pengguna Lavanan 3.9
administrasi kepegawajan
\d. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3,9
ketatausahaan dan perlengkapan
. |Layanan Perkantoran e. Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan 100
Tunjangan
f. Persentase Realisasi penvediaan lavanan 100%
operasional dan pemeliharaan kantor
1=

Kegiatan

ANgEaran

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Rp6.005.012.000
Sekretarial Militer Presiden

Sekretaris Militer Presiden,

f—

Trisno Hendradi

Jakarta, Januar: 2019

Karo Umun,

/ﬂfff

Putu Jayvan Danu Putra




DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama - Lydia Silvanna Djaman
jabatan : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama :  Pratikno
jabatan . Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dar Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Pratikno Lydiay Silvanna Djaman



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4) |
1 ' - . e 100%
Meningkainya kualitas analisis | Persentase hasil analisis Rancangan
dan penyelesaian izin prakarsa, Peraturan Perundang-undangan yang
Rancangan Peraturan | ditindaklanjuti cleh Menten Sekretaris
Perundang-undangan, Negara
pendapat hukum terkait litigasi
dan permasalahan hukum, |Persentase hasil analisis dan pendapat 100%
grasi, amneasti, abolisi, | hukum terkait ltigasi dan permasalahan
rehabilitasi, ekstradisi, remisi | hukwem, grasi, amnesti, abolisi,
| perubshan pidana penjara | rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan
seumur hidup menjadi pidana | pidana penjara seumur hidup menjadi
sementara, dan naturalisasi pidana sementara, dan naturalisasi yang
ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris
Megara
Persentase  Rancangan  Peraturan | . .0
Perundang-undangan yang akan
disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang
administratifnya telah diselesaikan
| ———
Kegiatan Anggaran
1. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan
Perundang-undangan Bidang Perekonomian Rp 137.954.000
2. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan
Perundang-undangan Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Rp 308.320.000
3. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan
Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah Rp 114.202.000
4 Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan
Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Rp 210.344.000
5. Pelaksanaan Analisis dan Administrasi di Bidang Litigasi dan
Bantuan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif dan Naturalisasi, serta
Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan Rp 870.811.000

Menteri Sekretaris Negara,

Mbour

Pratikno

Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Budi Seliawati
jabatan :  Asisten Deputi Bidang Hukum

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Lydia Silvanna Djaman
jabatan :  Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

s lag o dly

Lydig Silvanna Djaman Budi Setiawati



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUT! BIDANG HUKUM

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) L (3) (4}
1 | Tersedianya hasil anzlisis dan| Persentase hasil analisis Rancangan | 100%
penyelesaian izin  prakarsa, | Peraturan Perundang-undangan di
Rancangan Peraturan | bidang perjanjian internasional
Perundang-undangan, pendapat| berdasarkan peraturan perundang-
hukum terkait litigasi dan| undangan yang ditindaklanjuti oleh
permasalahan hukum, grasi,  Deputi Bidang Hukum dan Perundang- |
amnesti, abolisi, rehabilitasi, | undangan ;
ekstradisi, remisi perubahan ==
pidana penjara seumur hidup | Persentase hasil analisis dan pendapat | 100%
menjadi pidana sementara, dan | hukum terkait litigasi dan permasalahan |
naturalisasi yang berkualitas. hukum, grasi, amnesti, abolisi,
| rehabilitasi, ekstradisi dan  remisi
| perubahan pidana penjara seumur hidup
' menjadi  pidana  sementara  dan
haturalisasi  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan yang
ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang
Hukum dan Perundang-undangan
Persentase rancangan peraturan | 100%
i perundang-undangan yang akan
5 disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang
! administratifnya telah diselesaikan
. Lo SR =0
Persentase  Rancangan  Keputusan | 100%
Presiden damn Surat Kuasa Khusus
Presiden yang akan
ditetapkan/ditandatangani oleh Presiden
yang administratifnya telah diselesaikan
Kegiatan Anggaran
Pelaksanaan Analisis dan Administrasi di Bidang Litigasi dan
Bantuan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif dan Naturalisasi, serta
Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan
Rp 870.811.000,-

Ceputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia/Silvanna Djaman

Jakarta, Januari 2019

Asisten  Deputi
Hukum,

Db

Budi Setiawati

Bidang



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajernen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:
nama : Tuti Trihastuti Sukardi
jabatan : Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

dan Otonomi Daerah
selanjutnya disebut Pihak Pertama,
nama . Lydia Silvanna Djaman
Jjabatan + Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewu Judkan target kinerja vang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
sepertli yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Lydja Silvanna Djaman Tuti Trihastuti Sukardi




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

negeri dan otonomi

ESELON II
No | Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) | (2) _ (3} (4)
1. | Tersedianya hasil | 1. Persentase hasil analisis 100%
analisis dan| rancangan peraturan
penyclesaian izin perundang-undangan di
prakarsa rancangan hidang pemerintahan dalam
peraturan perundang- negeri dan otonomi daerah
undangan di bidang berdasarkan peraturan
pemerintahan dalam perundang-undangan yang

ditindaklanjuti oleh Deputi

daerah yang Bidang Hukum dan
berkualitas. Perundang-undangan.
| 2. Persentase rancangan 100%
peraturan perundang- |
undangan yang akan
disahkan/ditetapkan oleh
Presiden yang
administrasinya telah
diselesailkan. .
Kegiatan Anggaran
Pelaksanaan analisis dan penyelesalan Rp. 114.202.000,-

peraturan perundang-undangan di bidang
pemerintahan dalam negeri dan otonomi

daerah

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

B O

Lydia Silvanna Djaman

Jakarta, Januari 2019

Asisten Deputi Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah,

&

Tuti Trihastuti Sukardi
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK EINDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama § Hayu Sihwati Lestari

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perekonomian

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Lydia Silvanna Djaman

Jabatan : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Lydia $ilvanna Djaman Hayu Sihwati Lestari




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

{4)

Tersedianya hasil analisis
dan penyelesaian izin
prakarsa, Rancangan
Peraturan Perundang-
undangan di bidang
perekonomian yang
berkualitas.

Persentase hasil analisis Rancangan
Peraturan Perundang-undangan di
bidang perekonomian berdasarkan
peraturan perundang-undangan
yang ditindak-lanjuti oleh Deputi
Bidang Hukum dan Perundang-
undangan.

100%

Persentase Rancangan Peraturan
Perundang-undangan yang akan
disahkan /ditetapkan oleh Presiden
yang administratifnya telah
diselesaikan.

100%

Pelaksanaan
penyelesaian peraturan perundang-
undangan di bidang perekonomian.

Kegiatan
analisis

Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-undangan

R

Lydia Silvanna Djaman

dan

Anggaran
Rp137.934.000,00

Jakarta, |
Asisten Deputi Bidang
Perekonomian

g

Hayu Sthwati Lestari

(seratus
puluh tujuh juta sembilan ratus
lima puliuh empat ribu rupiah).

tiga

Januari 2019




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

narma » Hanung Cahyono
jabatan : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Lydia Silvanna Djaman
Jabatan : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka
menengah sepertt yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab lkami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan cvaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.
Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
ko e

Lydia Bilvanna Djaman Hanung Cahyono




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

ESELON II
No Sasaran 2l Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Tersedianya hasil | 1. Persentase hasil analisis 100%
analisis dan Rancangan Peraturan
penyelesaian izin Perundang-undangan di
prakarsa, rancangan bidang pembangunan
peraturan perundang- manusia dan kebudayaan
undangan di bidang berdasarkan peraturan
pembangunan perundang-undangan yang
manusia dan ditindaklanjuti oleh Deputi
kebudayaan yang Bidang Hukum dan
berkualitas 5 Perundang-undangan.
| 2. Persentase rancangan 100%
peraturan perundang-
undangan yang akan
disashkan/ditetapkan oleh |
Presiden yang
administratifnya telah
diselesaikan
Kegiatan Anggaran

Pelaksanaan analisis dan penyelesaian peraturan Rp. 308.320.000,00
Perundang-undangan bidang pembangunan
manusia dan kebudayaan

Jakarta, Januari 2019
Deputi Bidang Hukum dan Asisten Deputi Bidang
Perundang-undangan, Pembangunan Manusia dan

Keb yaan,

R e

Lydig Silvanna Djaman Hanung Cahyorno




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:
nama : M. Rokib
jabatan : Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Lydia Silvanna Djaman
Jabatan : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewnjudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam deokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihalz Pertama,

Lvdja Silvanna Djaman M. Rokib



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

ESELON 11
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) | (2) (3) (4)
1. | Tersedianya 1. Persentase hasil analisis 100%
analisis Rancangan Peraturan
penyelesaian Perundang-undangan di
prakarsa, rancangan bidang politik, hukum dan
peraturan perundang- keamanan berdasarkan
undangan di bidang peraturan perundang-
politik, hukum dan undangan yang
keamanan ditindaklanjuti oleh Deputi
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan.
. Persentase rancangan | 100%
peraturan perundang-
undangan yang akan
disahkan/ditetapkan oleh
Presiden yang
administratifnya telah
diselesaikan
Kegiatan Anggaran

Pelaksanaan analisis dan penyelesaian peraturan Rp. 210.344.000,00
Perundang-undangan bidang Politik, Hukum dan

Keamanan

Deputi Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,
———__& M

Lydia Silvanna Djaman

Jakarta, Januari 2019
Asisten Deputi Bidang Politik,
Politik, Hukum dan Keamanan,

M. Rokib




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI APARATUR

Ditujukan Kepada :

Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara

Surat No. : M-66/D-1/Hkm/AK.00/01/2019
Tanggal : 22-01-2019

Dari -

Deputi Bidang Hukum dan

Perundang-undangan

Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan

Kepala Biro Sumber Daya Manusia

v Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan

Lampiran : 1 Berkas Akuntabilitas Kinerja

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Diterima tgl : 24-01-2019 R
Agenda No' : 02] SJII’D_3I|; 2019 --------------------------------------------------------------------------
Catatan :

1. Dilarang memisahkan sehelai suratpun dari berkas yang telah disusun ini.
2. Jika mengenai rahasia, bantulah memelihara kerahasiaan Negara,
3. Jika surat ini sudah tidak diperlukan lagi, mohon agar dikembalikan ke Biro Arsip,

Perihal

Penyampaian Perjanjian Kinerja Pejabat dan Pegawai di Kedeputian Bidan Hukum dan

Perundang-undangan

LAJUR DISPOSISI :
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM
Nomor M- 66 /D-1/Hkm/AK.00/01/2019

Yth. : Deputi Bidang Administrasi Aparatur

Dari . Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Hal : Penyampaian Perjanjian Kinerja Pejabat dan Pegawai di Kedeputian
; Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2019

Tanggal : 2a Januari 2019

Sehubungan memorandum Saudara Deputi nomor M-30/D-3/AK.00/01/2019,
tanggal 10 Januari 2019, hal Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan Perjanjian
Kinerja Pejabat dan Pegawai di Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-undangan
Tahun 2019, guna tindak lanjut penyelesaian administratifnya.

Atas perhatian dan kerja sama Deput], kKami ucapkan terima kasih.

Lydia Zilvanna Djaman
’
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HUBUNGAN KELEMBAGAAN
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KEMENTERIAN SERRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Dadan Wildan
jabatan : Deput Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama - Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperii
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2019
a,

Pihak Kedua, Jakarta,

Pihak P

Pratikno Dadan Wildan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN

| Mo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3} (4)
1 | Terselenggaranya hubungan kelembagaan | Persentase  dukungan  teknis, 100%
antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atsu | administrasi, dan analisis yang
Menteri Sekretanis Megara dengan lembaga | ditindaklanjuti  Presiden,  \Wakil
negara, lembaga nonstrukiural, lembaga | Presiden, danfatau Menter|
daersh, organisasi kemasyarakatan, dan | Sekretars Negara dalam rangka
organisasi politk, sera terselenggaranya | hubungan dengan lembags
hubungan masyarakal negara, lembaga nonstrukiural,
lambaga daerah, oTganisas
kemasyarakatan, dan organisasi
| politik, zerta hubungan
masyarakat.

- 2 | Terselenggaranya penanganan pengaduan | Persentase pengaduan masyarakat 45%
masyarakat vyang disampaikan kepada | kepada Presiden, Wakil Presiden,
Presiden, Wakll Presiden, dan/atay Menteri | yang disampaikan kepada Presiden,
Sekretaris Negara dan/atau Menteri Sekretaris Negara

yvang ditindaklanjuti
3 | Tersalenggaranya kegiatan hubungan | Indeks pelayanan informasi publk | 3.9 dalam
masyarakat di lingkungan Kementerian | pada penerimaan kunjungan | skala 5
Sekretariat Negara delegasi  masyarakat  danfatau
perguruan finggi di Kemanteran

Sekretariat Megara

Kagiatan

1. Pelaksanaan hubungan dengan
lembaga negara, lembaga
non struktural dan lembaga dagrah

2. Pelaksanaan hubungan dengan
arganizasi kemasyarakatan dan
arganisasi politik

3, Penanganan pengaduan
masyarakat

4. Penyelenggaraan hubungan masyarakat
terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden,
dan Kementenan Sekretariat Negara

Meanter Saekretans Megara,

o

Pratikna

Anggaran

Rp. 3.237.183.000.-

Dadan Wildan




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : M. Ari Setiawan, S.E., M.M.
jabatan : Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan
Organisasi Politik

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Prof, Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum.
jabatan : Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak K¢dyh, Pihak Pertama,

3

Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum. M. Ari Setiawan, S.E., M.M.




PERUANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI HUBUNGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN ORGANISASI POLITIK

No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 |Terselenggaranya hubungan |Persentase dukungan administrasi 100%

kelembagaan dan dan analisis dalam rangka

kemasyarakatan antara penyelenggaraan hubungan

Presiden dan/atau Wakil kelembagaan antara Presiden

Presiden dengan organisasi dan/atau Wakil Presiden dengan

kernasyarakatan organisasi kemasyarakatan dan

dan crganisasi politik organisasi politik yang dilaksanakan

sesuai dengan standar

Keglatan
Pelaksanaan Hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik

Anggaran
Rp713.741.000,-

Jakarta, Januari 2018
Beputi Bidang Hybungan Kelembzagaan Asisten Deputi Hubungan Organisas|
Kemasyarakatan dan Organisasi Politik,

de

Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum. M. Ari Setiawan, S.E., M.M
NIP, 186709241980031001 NIP, 196707101994031012
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EYMENTERIAN SEKRETARIAT NUGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini

nama : Drs. Masrokhan, MPA.
jabatan - Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah,
Kementerian Sekretariat Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Prof. Dr.H. Dadan Wildan, M.Hum.
jabatan : Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan,
Kementerian Sekretariat Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

[

Prof. Dr.H. Dadan Wildan, M.Hum. DiFsT.'ﬁasrokhan, MPA.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ESELON Il

| I;.I-o. Sasaran Indikator Kinerja | Target

(1) _ @ Ghsiy )
1 | Terselenggaranya Jumlah 1aporan hasil koordinasi dan/atau pemantauan |
hubungan kelembagaan | kegiatan-kegiatan Lembaga Non Struktural, Lembaga |
dan kemasyarakatan | Pemerintah Non Kementerian, Kementerian dan |10
antara Presiden danfatau | Lembaga Daerah kepada Deputi
Wakil Presiden dengan Hublemmas/Mensesnheg/Presiden
—+—1 Lembaga Negara dan ‘

| Daerah

Jumiah laporan hasil koordinasi dan/atau pelaksanaan
kunjungan kerja dengan Lembaga Negara kepada 14
| Deputi Hublemmas/Mensesneg/Presiden

3 Jumlah taporan hasil penyelenggaraan kegiatan-
| kegiatan koordinasi dalam rangka Rapat Kerja, Rapat 4
Dengar Pendapat, dan Rapat Koordinasi

4 ' Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi dukungan
| ' penyelenggaraan hubungan kelembagaan 15

) | Jumlah laporan hasil penyelenggaraan kegiatan-
kegiatan koordinasi terkait dinamika Lembaga Negara,
Lembaga Non Struktural, Lembaga Daerah, Lembaga |

! Pemerintah Non Kementerian, dan Kementerian kepada | 100%

| Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan
Kemasyarakatan

= R

6 | Persentase penanganan memorandum dan surat saran |
dan masukan terhadap permohonan serta aspirasi dari |
Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga |

| Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementeriandan | 100%

| Kementerian yang dilaporkan/disampaikan kepada

| Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara sesuai

| dengan standar

7 | Persentase penanganan memorandum dan surat

| berkaitan dengan dinamika dan aspirasi dari Lembaga :

| Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Daerah, |

| Lembaga Pemernintah Non Kementerian dan
Kementerian yang ditindaklanjuti kepada instansi terkait 100%
dan/atau diselesaikan secara internal pada
DeputifAsisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan
Daerah sesuai dengan standar

—

8 | Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan
pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR RI dan
DPD RI daiam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan
RI, pidato kenegaraan di depan Rapat Paripurna DPR 1
Rl mengenai RAPBN, dan pidato kenegaraan dalam
Sidang Tahunan MPR RI




e —

| Persentase laporan hasil koordinasi acara Konsultasi,
Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat antara 1
Presiden/Mensesneg dengan Lembaga Negara (DPR 100%

| RI)

I

Persentase laporan hasil pengarahan penyusunan
| dokumentasi acara Konsultasi, Rapat Kerja, dan Rapat 3
Dengar Pendapat antara Presiden/Mensesneg dengan 100%

| Lembaga Negara (DPR RI) :
Kegiatan Anggaran
Pelaksanaan Hubungan dengan Lembaga Rp698.132.000,00

Negara, Lembaga Non Struktural dan
Lembaga Daerah

Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara
dan Kemasyayakafan, dan/E)aerah.

(
& ;

Prof. Dr.H. Dadan Wildaﬁ?M.Hum. Drs. Masrokhan, MPA.
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KEMENTERIAN SEXKRETARIAT NEGARA
REPURBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama © Eddy Cahyono Sugiarto, $.S0s., M.Si.
jabatan . Asisten Deputi Hubungan Masyarakat
selanjutnya disebut Pihak Pertama

nama - Prof. Dr. H. Dadan Wildan,M.Hum
jabatan . Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebenarnya sesuai lampiran
Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dipetlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambit tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedug, Pihak Pertama,
f//%/
Prof.Dr.H. Dadan Wildan,M.Hum, Eddy Cahyono Sugiarto, $.50s.,M.Si




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ESELON Il /ASISTEN DEPUTI HUBUNGAN MASYARAKAT

No
.(1) !
1= |

Sasaran Strategis
. __.._&) 5 i

Terselenggaranya hubungan
| masyarakat di ingkungan
Kementerian Sekretariat
Negara sesuai dengan
standar.

=

N

~Indikator Kinerja

Target
i

100%

(3)

Persentase pelayanan informasi publik -
sesual dengan standar

Persentase hasit monitoring dan |

0,
analisis media sesuai dengan standar 100%

Persentase kegiatan peliputan dan
dokumentasi Kementerian Sekretariat
Negara sesuai dengan standar.

100%

Persentase diseminasi informasi

1)
sesuai dengan standar. A

| permohonan

Persentase penanganan surat terkait
kepada Presiden/dan
atau Menteri Sekretaris Negara |
mengenai kegiatan kehumasan sesuai
standar

100%

Kegiatan

Penyelenggaraan kehumasan di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara.

Deputi Bidang Hybungan Kelembagaan

Prof. Dr H. Dadan Wildan M.Hum

Persentase kegiatan komunikasi publik |
yang dilaksanakan sesuai dengan

L+]
ketentuzn. 100%

Indeks pelayanan informasi publik
pada penerimaan kunjungan delegasi
masyarakat dan/atau perguruan tinggi
di Kementerian Sekretariat Negara

3,9

Anggaran
Rp884.302,00

Jakarta, Januari 2019

Asisten Deputi Hubungan Masyarakat

2~

Eddy Cahyono Sugiarto, S.Sos., M.Si,
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang sfektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : R.Hadi Nugrcho, S.Sos., M.Si.
jabatan - Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum.
jabatan : Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Keduya, Pihak Pertama,

Prof. Dr. H. di Nugroho, 8.8cs., M.Si.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN

KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2) (3) @
Terselenggaranya Persentase penanganan pengaduan 45%
penanganan Masyarakat yang disampaikan kepada
pengaduan Presiden, Wakil Presiden dan/atau
masyarakat yang Menteri sekretaris Negara
disampaikan . : i kT
kepada Presiden, Jumlah laporan pemantauan tindak lanjut | 12 laporan
Wakil Presiden penanganan pengaduan masyarakat

M [ ) —

Jamatam. Vet Jumlah laporan koordinasi dalam rangka 26 laporan

Sekretaris Negara

optimalisasi penanganan pengaduan
masyarakat

Jumlah laporan bulanan dan tahunan
penanganan pengaduan masyarakat

13 laporan (terdiri
atas 12 laporan
bulanan dan 1
laporan tahunan}

" Jumlah laporan svaluasi penanganan 1 laporan
pengaduan masyarakat
Jumlah laporan pembenahan arsip 1 laporan
pengaduan masyarakat
Jumlah laporan pengembangan aplikasi | 1laporan
pengaduan masyarakat
Kepgiatan: Anggaran

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pihak Ked

Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum.

Jakarta,

Rp. 941.008.000

Januari 2019

Pihak Pertama,

i Nugroho, S.Sos., M.Si.
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KEMENTERIAN SEKRETARIAY MEGARA
REPUBLIK ENDONESEA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kam| yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : R.Hadi Nugroho, §.50s., M.Si.
jabatan . Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum.
jabatan : Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Fihak Keduya, Pihak Pertama,
\

Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum. ugroho, S.Sos., M.Si.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN

|

| laperan tahunan)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja } Target |
2) 3 (4) '
Terselenggaranya Persentase penanéanan pengaduan 45%
penanganan Masyarakat yang disampaikan kepada
pengaduan | Presiden, Wakil Presiden dan/atau |
| masyarakat yang | Menteri sekretaris Negara |
disampaikan L v |
kepada Presiden, Jumiah laporan pemantauan tindak lanjut | 12 laporan
Wakil Presiden penanganan pengaduan masyarakat
dan/atau Menteri — :
Sekretaris Negara Jurplah_lapqran koordinasi dalam rangka ﬂl 26 laporan |
| optimalisasi penanganan pengaduan |
| masyarakat
Jumlah Iapéran bulanan dan tahunan 13 laporan {terdiri
penanganan pengaduan masyarakat atas 12 laporan
| bulanan dan 1

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pihak Kedud,

Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum.

Jakarta,

Rp. 941.008.000

Januari 2019

Pihak Pertama,
i

di Nugroho, S.S0s., M.Si.

" Jumlah laporan evaluasi penanganan 1 laporan
| pengaduan masyarakat
Jumianh laporan pembenahan arsip 1 laporan
pengaduan masyarakat
. Jumilah laporan pengembangan aplikasi | 1 laporan ':
; | pengaduan masyarakat |
L
Kegiatan: Anggaran




DEPUTI BIDANG
ADMINSTRASI APARATUR
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KEMENTERIAN SEKREETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESLA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : Cecep Sutiawan
jabatan : Deputi Bidang Administrasi Aparatur

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

WAoo

e

Pratikno Cecep Sutiawan




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI APARATUR

lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan
kategori AA (Sangatl Memuaskan)

Sasaran Program Indikator Hinerja Target
(1 2] 13]
Meningkatnya kualitas Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang
dukungan teknis dan pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara
administrasi penanganan  |dan pejabat lainnyva vang disetujui oleh Menteri Sekretaris 1
administrasi pejabaet negara, |Negara
pejabat pemerintahan, dan  (Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang
pejabat lainnya pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan o
dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris
Megara
Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang
kenaikan pangkal, pemberhentian, dan pensiun Aparatur
Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi 100%
Utama, Jabatan Pimpinan Tinggl Madya, dan Jabatan
Fungsional Jenjang Uhama vang disetujui oleh Menterd
Sclretaris Negara
Meningkatnya kualitas Persentase pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
manajemen sumber daya Administator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan 100
manusia Kementerian Sckretariat Negara yang dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian di 3,5 dalam
lingkungan Kementerian Sekretariat Negara skala 5
Indeks kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan 4.2 dalam
terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan alepla 5
[ndeks peningkatan kompetensi peserta pasca pendidikan | 3.8 dalam
dan pelatihan slkeala 5
Meningkatnya efekiivitas Persentase hasil evaluasi pelaksanasn proses hisnis di
organisasi, tata laksana, lingkungan Kementerfan Sekretariat Negara dengan G0%
dan akuntabilitas kinerja kategori Baik
Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada
seluruh satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja di B

Program

L. Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan

Anggaran

kepada Presiden dan Wakil Presiden

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanasn

Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

Menteri Sekretaris Negara,

B

Pratikno

Jakarta, Janoari 2019

— !

Cecep Butiawan

Rpl.470.677.000,-

Rp I 4-903-3{“] |‘:H}n:'

uti Bidang Administrasi Aparatur,




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

nama : Harly Agung Prabowo
jabatan :Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Cecep Sutiawan
jabatan :Deputi Bidang Administrasi Aparatur

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

e NP Hondey,

Cecep Sutiawan Harly Agung Prabowo




BIRO ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA

No Sasaran Indikator Kinerja | Target

(1) (2) 3) @
! Meningkatnya  kualitas | Persentase rancangan Xeputusan 1 100%

penanganan administrasi | Presiden mengenai pengangkatan, |
pejabat negara dan | pemberhentian dan pensiun pejabat

pejabat lainnya negara, dan pejabat lainnya yang
diselesaikan sesuai standar
Presentase rancangan Surat | 100%

Presiden, Surat Mensesneg dan
Surat Deputi Administrasi Aparatur
terkait pejabat negara, dan pejabat
lainnya yang diselesaikan sesuai
standar

Persentase salinan dan petikan | 100%
Keputusan  Presiden  mengenai
pengangkatan, pemberhentian dan
pensiun pejabat negara, dan pejabat
lainnya yang diselesaikan sesuai
standar

Persentase naskah pelantil-c_an 100%

pejabat negara dan pejabat lainnya
yang diselesaikan sesuai standar

Persentase produk administrasi| 100%
pejabat negara dan pejabat lainnya
yang  ditatausahakan, dikelola
datanya serta diarsipkan dan
didokumentasikan sesuai standar

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara serta
Administrasi Lainnya  yang berkaitan dengan Pejabat Negara:
Rpl1.262,918.000,-

Jakarta, Januari2019
Deputi Bidang Administrasi Kepala Biro Administrasi Pejabat
aratur Negara

. . ey,

Cecep Sutiawan, Harly Agung Prabowo
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBRLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Mudari
Jabatan - Kepala Biro Administrsi Pejabat Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Cecep Sutiawan
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi Aparatur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

. 1
= @

Cecep Sutiawan Mudari




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEJABAT PEMERINTAHAN

No | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. [Meningkatnya kualitas Persentase Rancangan 100%
administrasi pejabat Keputusan Presiden tentang
pemerintahan dan pejabat pengangkatan dan
lainnya pemberhentian pejabat

pemerintahan dan pejabat
lainnya yang diselesaikan sesuai
dengan standar

Persentase Rancangan 100%
Keputusan Presiden tentang
kenaikan pangkat,
pemberhentian, dan pensiun
Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Pimpinan
Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya, dan Jabatan
Fungsional Jenjang Utama vang
diselesaikan sesuai standar

Persentase Petikan dan Salinan 100%
Keputusan Presiden tentang
pejabat pemerintahan dan
pejabat lainnya, kenaikan
pangkat, pemberhentian, dan
pensiun Aparatur Sipil Negara
vang menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya, dan
Jabatan Fungsional Jenjang
Utama yang diselesaikan sesuai
standar




Persentase penyiapan bahan 100%
analisis dan penyusunan
pendapat terkait pejabat
pemerintahan dan pejabat
lainnya, kenaikan pangkat,
pemberhentian, dan pensiun
Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Pimpinan
Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya, dan Jabatan
Fungsional Jenjang Utama yang
ditindaklanjuti

Persentase Pengadministrasian 100%
Keputusan Presiden tentang
pejabat pemerintahan dan
pejabat lainnya, serta kenaikan
pangkat, pemberhentian, dan
pensiun Aparatur Sipil Negara
yang menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya, dan
Jabatan Fungsional Jenjang
Utama yang diselesaikan sesuai
standar

Kegiatan Anggaran
1. Penyelenggaraan pelayanan Rp207.759.000
administrasi pejabat pemerintahan
serta administrasi lainnya yang
berkaitan dengan pejabat

pemerintahan
Jakarta, 2 Januari 2019
Deputi Bidang Administrasi Kepala Biro Administrasi Pejabat
paratur Pemerintahan

: 1 "

Cecep Sutiawan Mudari
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESEA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:
nama : Andrn Kurniawan K.P.
jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Cecep Sutlawan
jabatan : Deputi Bidang Administrasi Aparatur

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

" Cecep Sutiawan Andri Kurniawan K.P.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

1)

12}

Target

3

Meningkatnya kualitas 1. Persentase penyusunan e-formasi ASN
manajemen sumber daya Kementerian Sekretariat Negara yang
manusia dilaksanakan sesuai ketentuan

100%

2. Persentase pengadaan calon ASN
Kementenan Sekretariat Negara yang
dilaksanakan sesuai ketentuan

100%

3. Persentase pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrator, dan
Jabatan Pengawas di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara

100%

4. Persentase SK kenaikan pangkat PNS
yang diselesaikan tepat waktu

100%

5. Persentase SK pensiun PNS yang
diselesaikan tepat walktu

6. Persentase pejabat/pegawai yang
melaporkan LHKPN dan LHKASN sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan

100%

100%

7. Persentase pejabat/pegawai yang telah
memiliki profil kompetensi

91%

8. Indeks kepuasan layanan administrasi
kepegawaian di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara

Negara

9. Persentase penyelesaian kasus
pelanggaran disiplin pegawai di
lingkungan Kementerian Sekretariat

3,5 dalam
skala 5

100%

Kegiatan

Pembinaan Sumber Daya Manusia dan
Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian

* Deputi Bidang Administrasi Aparatur,

‘1 - ==

Cecep Sutiawan

10. Jumlah dokumen rencana
pengembangan sumber daya manusia

4 Dokumen

Anggaran
Rp3.733.611.000,00

Jakarta, 2 Januari 2019

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,




BEMENTERIAN SERRETARIAT NEGARA
REFUBLIW INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

nama : Agussalim
jabatan :Kepala Birc Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas
Kinerja

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Cecep Sutiawan
jabatan : Deputi Bidang Administrasi Aparatur

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindalkan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

,

]I —

Cecep Sutiawan Agussalim



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO ORGANISASIL, TATA LAKSANA, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2 (3)
Meningkatnya elektivitas Jumlah rancangan Peraturan/Keputusan Menten
organisasi dan tata laksana |Sekretaris Negara/telaahan stal di bidang orgenisasi 3 Dokumen

serta akuntabilitas kinerja |yang disetujui Deputi Bidang Administrasi Aparatur
Jumlah dokumen analisis jabatan/arnalisis beban

kerja/evaluasi jabatan/standar kompetensi jabatan 1 Dokumen
yang disetujui Deputi Bidang Administrasi Aparatur

Fersentase hasil evaluasi pelaksanaan proses bisnis di
lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan 90%
kategori Baik

Jumlah rancangan Peraturan Menteri Sckretaris
Negara/dokumen di bidang tata laksana yang disetujul 3 Dokumen
Dreputi Bidang Administrasi Aparatur

Jumlah laporan sosialisasi kebijakan di bidang tata
laksana di lingkungan Kementerian Selkretariat Negara 3 Dokumen
yang disusun

Persentase hasil evaluasi akuntahbilitas kinerja pada
seluruh satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja di 80%
lingkungan Kementerian Sekretariai Negara dengan
Jumlah laporan pengembangan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan 4 Dokumen
Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Kantor Staf
Kepresidenan yang disusun

Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana
Aksi (RA) Kementerian Sekretariat Negara serta satuan
organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Kantor Staf
Kepresidenan yvang disusun

2 Dokumen

Jumlah dokumen Laporan Kinerja {LKj] Kementerian
Sekretariat Negara serta laporan hasil koordinasi
penyusunan LKj satuan organisasi/unit kerja/satuan
kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara,
Sekretarat Dewan Pertimmbangan Presiden, dan |
Sekretariat Kantor Staf Kepresidenan yang disusun
Jumlah dokumen Laporan Kinerja {LKj) Deputi Bidang
Administrasi Aparatur yang disusun

3 Dekumen

1 Dokumen

Jumlah dekumen rencana kerja dan laporan biro 2 Dokumen |

Kegiatan Anggaran

Penataan Kelernbagaan, Ketatalaksanaan, serta Pengembangan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Rp. 998.196.000,-

Jakarta, Januari 2019

gputi Bidang Administrasi Aparatur, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerija,

Cecep Sutiawan Apgussali
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

1ni.

nama : Samidi Fahrudin
jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Cecep Sutiawan
jabatan :Deputi Bidang Administrasi Aparatur

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesua
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
ihak Kedua, Pihak Pertama,

-

—a

Cecep Sutiawan Samidi Fahrudin




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4
1. [Meningkatnya kualitas Indeks kepuasan peserta pelatihan 4,2 dari
penyelenggaraan pendidikan dan terhadap penyelenggraan skala 5
pelatihan dalam rangka peningkatan pelatihan.
SDM yang profesional Indeks peningkatan kompetensi 3,8 dari
peserta pascapelatihan. skala 5
Persentase peserta pelatihan vang 92%
memperoleh sertifikat.
Jumlah dokumen penetapan 1 dokumen
rencana program pengembangan
kompetensi SDM,
Jumlah penerima heasiswa 15 orang
pendidikan dengan gelar dalam dan
liar negeri.
Jumlah program pengembangan S program
kompetensi SDM terpadu berbasis
teknologi informasi dan
komunikasi.
Jumlah laporan dukungan kegiatan| 1 laporan

penyelenggaraan kegiatan
pengembangan kompetensi SDM.

Kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan SDM Kementerian Sekretariat
Negara

puti Bidang Administrasi Aparatur,

A

Cecep Sutiawan

Anggaran
Rp10.171.993.000,-

Jakarta, Januari 2019

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,

A\R—p

-
Samnidi Fahrudin
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KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan  vang efektf,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah i

Nama . Imam Suharijo
Jabatan : Inspektur Kementerian Sekretariat Negara

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Sckretaris Negara

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya discbut pihak
kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan targel kinerja yang scharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah scperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja terscbut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan
mengambil lindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak F'Ert

Iy~ vk‘

Pratikno
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Sasaran

Indikator Kinerja

(1]

(2)

(3)

Meningkatnya Kualitas
Pengawasan

Persentase rekomendasi
hasil temuan audit yang
ditindaklanjuti

Persentase satuan kerja
vang melaksanakan
anggaran dan penyusunan
laporan keuangan sesuai
Ketentuan

Tingkat Kematangan Sistem

Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Kementerian Sekretariat
Negara

Tingkat Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)
Inspektorat Kementerian
Sekretariat Negara

Kegatan/Anggaran
Penvelenggaraan Pengawasan Kementerian Sckretariat Negara Rp.917.434.000,-.

Menteri Sekretaris Negara

Reeyip

Pratikno

Target

- ]

1 00%:

100%

Level 3

Level 3

|

Jakarta, Januari 2019

Inspektur
Sekretari

menterian
cgara,
5




SEKRETARIAT DEWAN
PERTIMBANGAN PRESIDEN



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
Falan Veteran 111 Mo 2, Jakaria 10110, Telepon (0213 3444801, Faksimile (021) 3866850

Sihus; www wantmpres. o, id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Agus Widodo
jabatan : Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
selanjutnya disebut Pihak Pertama

nama : 3n1 Adiningsih
jabatan ¢ Ketua Dewan Pertimbangan Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan vang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

B

Agus Widodo ™




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
| |Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan 95%

Presiden atas dukungan teknis dan administrasi
yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan

Presiden atas dukungan teknis dan
administrasi yang diberikan Sekretariat
Dewan Pertimbangan Presiden dalam

pertimbangan kepada Presiden rangka penyusunan nasihat dan
pertimbangan kepada Presiden

Program Anggaran

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan R 36.396.300.000.00

Tugas Teknis Lainnva Kementerian Sekretariat
MNegara

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden

{
~
s Adin

ingsih

Jakarta, Januari 2019

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,

K

Agus Widodo




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
Jalan Veteran IIT No 2, Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3866850

Situs: www, wantimpres.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama . Agus Widodo
jabatan . Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama

nama : Sri Adiningsih
jabatan . Ketua Dewan Pertimbangan Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sri Adiningsih Agus Widodo ~



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

No Sasaran Indikator Kinerja Target
1) 2) 3 4)
1 |[Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan 95%

Presiden atas dukungan teknis dan administrasi
yang diberikan Sckretariat Dewan Pertimbangan
Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan
pertimbangan kepada Presiden

Presiden atas dukungan teknis dan
administrasi yang diberikan Sekretariat
Dewan Pertimbangan Presiden dalam
rangka penyusunan nasihat dan
pertimbangan kepada Presiden

Program

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat
Negara

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden

q(
s

Sri Adiningsth

Anggaran
Rp 36.396.300.000,00

Jakarta, Januari 2019

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,

5T th

Agus Widodo




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
Jalan Veteran I1I No 2, Jakarta 10118, Telepon (021) 3444801, Faksimile {(G21) 3866850

Situs: www. wantimpres.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama . M. Arfan Sahib S.K.
jabatan . Kepala Biro Data dan Informasi, Sekrefariat Dewan
Pertimbangan Presiden

selanjutnya disebut pihak pertama

nama . Agus Widodo
jabatan . Sekretaris Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

selaku atasan [angsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

AGUS %EI%%DO 7 M. ARFAN SAHIB S.K.



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BIRO DATA DAN INFORMASI

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

o
(1) (2)

(3)

(4)

| kepada Presiden

1 | Tersedianya data dan informasi yang
dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan
Presiden dalam melaksanakan tugas
pemberian nasihat dan pertimbangan

1 Persentase pengelolaan data dan

penyajian informasi yang dibutuhkan
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan
Tugas Dewan Pertimbangan Presiden
yang disampaikan kepada Dewan
Pertimbangan Presiden tepat waktu

Jumlah dokumen rencana kerja dan
laporan tahunan Biro Data dan Informasi
yang disusun

100%

2
dokumen

2
dokumen

Kegiatan

Kegiatan Pengelolazn Data dan Penyajian Informasi

Rp7.866.974.000

Sekretaris Sekretariat Dewan Pertimbangan

Presiden,

Anggaran
Rp7.866.974.000

Jakarta, Januari 2019

Kepala Biro Data dan Informasi,

AGUS wiDODO

M. ARFAN SAHIB S.K.




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
Talan Veteran IIT No 2, Jakarta 10110. Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3866350

Situs: www. wantimpres.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : A M. Adiyarto Sumardjono
jabatan : Kepala Biro Umum,
Seckretariat Dewan Pertimbangan Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Agus Widedo
jabatan : Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,  Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

b o B

—

Agus Widodo AM. Adiyarto Sumardjono




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BIRO UMUM
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1) ) 3 @
1 |Terwujudnya dukungan pelayanan 1 |Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan 100%
keprotokolan dan persidangan serta Presiden yang mendapatkan pelayanan
pelayanan administrasi umum di keprotokolan
lingkungan Dewan Pertimbangan 2 |Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan 100%
Presiden. Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan
3 |Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan | 2 dokumen
sesuai Standar Pelayanan
4 |Jumlah dokumen perencanaan program dan 10 dokumen
anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan
5 |Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan 1 dokumen
sesuai standar
6 |fumlah dokumen penyelenggaraan urusan 9 dokumen
keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan
7 |Jumlah dokumen administrasi sarana dan prasarana| 1 dokumen
sesuai ketentuan
8 |Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai 100%
ketentuan
9 |Persentase penerapan e-procurement dalam 100%
pengadaan barang dan jasa
10 {Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan 2 dokumen

tahunan Biro Umum yang disusun

Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan
Manajemen Dewan Pertimbangan
Presiden

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,

Agus Widodo -

Anggaran

Rp 28.529.326.000,00

Jakarta, Januari 2019

Kepala Biro Umum,

A.M. Adiyarto Sumardjono
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% ; KANTOR STAF PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

J1. Veteran No. 16 Jakarta 10110 Indonesia, Telp : +62-21-2354-5001, Fax : +62-21-3450-009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama » Agus Widodo
Jabatan : Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Moeldoko
Jabatan : Kepala Staf Kepresidenan
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
yvang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,

Moeldoko Agus Widodo




T KANTOR STAF PRESIDEN
i N0 REPUBLIK INDONESIA

J1. Veteran No. 16 Jakarta 10110 Indonesia, Telp : +62-21-2354-5001, Fax : +62-21-3450-009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEEKRETARIAT KANTOR STAF PRESIDEN

No| Sasaran Indikator Kinerja Target
1 | Terwujudnya 1. Persentase ketersediaan data dan informasi yang 100%
Dukungan | dibutuhkan pimpinan Kantor Staf Presiden ¥
Teknis dan 2. Persentase dukungan pelayanan ketersediaan up
Administrasi time sistem dan aplikasi kritikal bagi Kantor Staf 100%
Kepada KSP Presiden _ets
3. Persentase dukungan  penanganan  insiden 100%
keamanan sistem informasi yang tersolusikan y
4. Jumlah dokumen rencana, program dan anggaran 11
yang diselesaikan sesuai ketentuan | Dokumen
5. Jumlah dokumen urusan keuangan yang 17
diselesaikan sesuai ketentuan Dokumen
6. Jumlah dokumen evaluasi dan penyusunan 7
pelaporan kinerja serta ketatalaksanaan yang
diselesaikan sesuai ketentuan Dokurnen_
7. Jumlah dokumen pelayanan urusan kepegawaian 1 laporan

yang diselesaikan sesuai ketentuan

8. Jumlah laporan urusan ketatausahaan,
pengelolaan arsip dan dokumentasi serta| 1 Laporan
keprotokolan yang diselesaikan sesuai ketentuan

9. Jumlah laporan urusan kerumahtanggaan yang

diselesaikan sesuai ketentuan 1 Laporan

10.Jumlah laporan pengelolaan BMN [Kekayaan
Negara serta layanan pengadaan barang/jasa yang | 1 Laporan
diselesaikan sesuai ketentuan

Kegiatan: Anggaran:
Pemberian dukungan kepada Presiden dan Rp. 35.055.710.000,-
Wakil Presiden cdalam melaksanakan
pengendalian program-program prioritas
nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan
isu strategis
Jakarta, Januari 2019
Kepala Staf Kepresidenan Kepala Sekretariat

Kantor Stafl Presiden

o ot P

Moeldoko Agus Widodo

e
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